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Artinya, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”

QS Al-Nisa [4]: 1

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ABSTRAK

Zainal Fanani. 2018. Peran Publik Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Sa 'id
Ramadlan al-Bitt Perspektif Kesetaraan Gender. Tesis, Program Studi Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang.
Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Dr. Moh. Thoriquddin,
M.H.L.

Kata Kunci : peran publik, perempuan, al-Buti, kesetaraan gender

Latar belakang tesis ini adalah adanya kesenjangan realitas antara laki-
laki dan perempuan di ruang publik. Dimana perempuan selalu dipersepsikan
dengan urusan rumah tangga (domestik). Sedangkan laki-laki bisa bebas aktif
dalam ranah publik. Tidak jarang hal ini mendapat legitimasi dari dalil-dalil
agama dan mengakarnya struktur masyarakat yang patriarkal. Penelitian ini
akan mengkaji seputar peran perempuan di ruang publik dalam pemikiran
Muhammad Sa’id Ramadlan al-Bati, seorang pakar hukum Islam
kontemporer dari Suriah.

Adapun masalah yang akan ditelaah dalam tesis ini, adalah:
bagaimanakah metodologi al-Biiti dalam merespon isu-iSu Seputar peran
publik perempuan dan bagaimanakah peran publik perempuan dalam
pemikiran al-Biti. Teori kesetaraan gender digunakan untuk melihat seberapa
jauh pemikiran-pemikiran al-Butt dalam memperjuangkan hak-hak kaum
perempuan di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis, dan jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berupa
studi komprehensif terhadap pemikiran Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biitt
yang terkodifikasi di dalam beberapa karyanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, ada tiga
metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh al-Bati dalam menyikapi
peran perempuan di ruang publik, (1) dengan menggunaan konsep maslahah;
(2) menggunakan konsep tahqiq al-manat, yaitu memastikan keberadaan
kausa hukum (yang telah disepakati sebelumnya) pada kasus-kasus baru, dan
(3) menggunakan kaidah fikih dan kaidah ustl fikih. Kedua, perempuan bisa
berperan aktif di ruang publik sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini, al-Bti
mengecualikan satu jabatan yang tidak bisa diduduki oleh seorang
perempuan, yaitu kepala negara atau presiden. Selain jabatan ini, perempuan
boleh berpartisipasi aktif dalam bidang politik, sosial, budaya dan pendidikan.

Xi



ABSTRACT

Zainal Fanani. 2018. Women’s Public Role in Thought Muhammad Sa’id
Ramadlan al-Buti Perspective Gender Equality. Thesis. Study Program Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah Graduate Islamic University of Malang. Advisor:
(1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Dr. Moh. Thoriquddin, M.H.I.

Keywords : public role, women, thought al-Biti.
The background of this thesis is the existence of a reality gap between

men and women in the public sphere. Where women are always perceived by
domestic affairs (domestic). While men can be freely active in the public
sphere. Not infrequently this gets the legitimacy of the religious postulates
and entrenched the patriarchal structure of society. This study will examine
the role of women in the public sphere in the mind of Muhammad Sa’id
Ramadlan al-Biit1, a contemporary scholar of Islamic law from Syria.

The problem to be examined in this thesis is: how is al-Biti
methodology in responding to the issues surrounding the public role of
women and how is the public role of women in al-Butt feminist thinking.
Feminist theory is used to see how far al-Buti thoughts are in fighting for
women’s rights in the public sphere.

This study uses a historical-critical approach, and this type of research
is a library research which is a comprehensive study of Muhammad Sa’1d
Ramadlan al-Buti modified ideas in some of his works.

The results of this study show two conclusions. First, there are three
legal istinbat methodologies used by al-Buti in addressing the role of women
in the public sphere, (1) by using the concept of maslahah; (2) using the
concept of tahqiq al-manat, ie ensuring the existence of the law (previously
agreed upon) in new cases, and (3) using the juristic and figh figh rules.
Second, women can play an active role in the public space as men. In this
case, al-Biiti excludes a position that can not be occupied by a woman, the
head of state or president. In addition to this position, women may actively
participate in politics, social, culture and education.

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perempuan di Indonesia belakangan ini cenderung mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi dan
kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Akses
perempuan dalam bidang politik yang tercermin dari keterwakilan perempuan di
parlemen menunjukkan nilai yang tinggi. Hasil Pemilu tahun 2019 mencatat ada
sekitar 20,87 persen perempuan di parlemen, meningkat drastis dari pemilu lima
tahun sebelumnya yang hanya sebesar 17,32 persen.!

Selama ini, parlemen di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan
ditetapkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, dijelaskan
bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD
lembaga legislatif. Meski belum mampu memenuhi target yang diharapkan, tapi
dengan tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat telah
menimbulkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata

terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.?

1Siti Nurhayati, “Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan dan Kenyataan”, Website KPU
Republik Indonseia, diakses tanggal 1 Maret 2020.

2Dina Nur Rahmawati, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, (Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), him. 57-8.



Rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik disebabkan oleh budaya
patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia. Budaya ini sejak dulu telah
membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik. Hal ini merupakan
akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian
muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk
stereotype, marjinalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja terhadap
perempuan.

Strereotype merupakan pencitraan mengenai individu atau kelompok yang
tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Sebagai contoh tugas perempuan
dianggap hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan wilayah domestik
atau rumah tangga. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga
pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai tambahan saja.®

Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan perlunya
reformasi pola hubungan antar laki-laki dan perempuan ke arah yang lebih adil dan
bernuansa kesetaraan terus berlanjut serta tetap menjadi isu yang menarik dan
penting untuk dibahas.* Sebab, secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam
semua masyarakat di sepanjang zaman dan selama ini perempuan mengalami

perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam

SDina Nur Rahmawati, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, (Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), him. 9-10.

“4Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzafa dan Accademika,
2002), him. 2.



masyarakat matriarkal® yang jumlahnya tidak seberapa, di mana perempuan
dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Perempuan telah termakan oleh pola berpikir bahwa peran perempuan
terbatas pada dapur, sumur, dan tempat tidur, sehingga pada akhirnya hal di luar
menjadi tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan menyeimbangkan
antara keluarga dan karir kerja menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan
seringkali takut berprestasi karena tuntutan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga
yang tidak bergaji dan tidak pernah berhenti, atau perempuan lainnya yang terlalu
fokus untuk urusan luar rumah dan terbengkalai untuk keharmonisan keluarga.
Keseimbangan untuk urusan internal keluarga dan pencapaian diri yang terus
meningkat semakin sulit untuk dicapai.

Besarnya animo terhadap wacana pembebasan dan pemberdayaan terhadap
kaum perempuan dewasa ini memunculkan fenomena isu kesetaraan gender,
bahkan isu ini telah menjadi isu penting dalam setiap agama, termasuk Islam. Di
tengah-tengah suasana domestikasi perempuan dan dominasi patriarki, kalangan
feminis berusaha mengeluarkan perempuan dari pusat laki-laki yang dalam bahasa
Budhy Munawar-Rahman ex-sentralisme.®

Perdebatan tentang status dan posisi perempuan dalam Islam memang selalu
hangat untuk dibahas. Karena itu, persepsi elit Muslim terhadap posisi perempuan

sangat beragam dan tidak dapat diidentifikasi dalam clear-cut dichotomy. Hal ini

SMatriarkal dapat dipahami sebagai suatu sistem masyarakat di mana kaum perempuan yang menjadi
kepala keluarga atau kepala suku. Lihat A.S. Hornby dan E.C Parnwell, An English Reader’s
Dictionary, (Jakarta: PT. Pustaka limu, 1992), him. 201.

®Budhy Munawar-Rahman, “Rekonstruksi Figh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman”,
dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), Rekonstruksi Figh Perempuan, (Yogyakarta:
Penerbit Ababil, 1996), him. 24-25.



membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Sayangnya,
perempuan seringkali dianggap dengan stereotype yang lemah dan menjadi sosok
pelengkap. Tidak hanya kaum laki-laki yang memiliki pandangan demikian, tetapi
perempuan yang tidak percaya diri dan kurang menyakini bahwa sebenarnya
perempuan tidak diciptakan berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa alasan
yang memicu bangkitnya perempuan, di antaranya kesadaran posisi yang
tersubordinasikan atau terinspirasi oleh gerakan feminisme yang menyuarakan
equality dengan laki-laki atau pemahaman keagamaan dan kesadaran sejarah
mereka cenderung membaik.’

Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buti (selanjutnya disingkat al-Buat1) adalah
sosok pemikir kontemporer yang mempunyai perhatian besar terhadap isu-isu
kebangkitan kaum perempuan. Menurut al-Bati, Islam tidak mengenal istilah
penindasan terhadap kaum perempuan. Alih-alih menindas, kehadiran Islam justru
mengangkat derajat perempuan dari kehinaan menuju kemuliaan. Masih menurut
al-Butt, hukum Islam yang membahas tentang perempuan tidaklah terlahir dari
sebuah revolusi sebagaimana yang terjadi di Barat. Barat yang selama ini dielu-
elukan sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaan kaum perempuan, akan
tetapi pada saat yang sama justru menodai kemuliaan perempuan.®

Al-Biiti merupakan salah satu pemikir yang berpengaruh di Suriah modern.®

Beliau adalah tokoh utama kelas dunia dari kalangan Sunni. Beliau tidak hanya

"Sukanti Suryocondro, “Timbulnya Perkembangan Gerakan Wanita Indonesia” dalam Kajian
Wanita dalam Pembangunan, ed. TO Ihrom (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), him. 30.
8Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biiti, al-Mar’ah baina Tughyan al-Nidam al-Gharbi wa Latdif al-
Tashri” al-Rabbani, (Damaskus: Dar Fikr, 2010), him. 11.

%Pada tahun 2012, Kerajaan Islam Urdun, melalui Pusat Studi Strategi Keislaman menempatkan
nama al-Biti pada ranking ke 27 dari 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia Islam.



dikenal sebagai seorang sufi, namun juga ahli syariat sekaligus ahli hakikat, dan
argumentator Sunni terhadap serangan-serangan non-Sunni. Selain itu,
sebagaimana dikatakan oleh Hasyim Muzadi, al-Biti bisa disebut sebagai Imam
Ghazali kedua baik di dalam mengutarakan argumentasi maupun mengutuhkan
kembali ilmu-ilmu Islam itu yang selama ini pecah: fikih jauh dari tarekat, tarekat
jauh dari ilmu kalam, teknologi jauh dari tauhid, dan seterusnya.*®
Melalui karya-karyanya, ia ingin menegaskan secara komprehensif tentang
kedudukan perempuan di dalam Islam. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan
untuk melihat pemikiran al-Biiti yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang
publik, kemudian metodologi yang digunakan al-Buti dalam membangun
pemikirannya tersebut.
B. Rumusan Masalah Penelitian
Dari latar belakang di atas, setidaknya penulis dapat merumuskan masalah
untuk penelitian lebih lanjut. Masalah utama dalam penelitian ini adalah
sebagaimana berikut:
1. Bagaimanakah metodologi al-Biuti dalam merespon isu-isu seputar peran
publik perempuan?
2. Bagaimanakah peran publik perempuan dalam pemikiran al-Buti?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui metodologi al-Biitt dalam merespon isu-isu seputar peran publik

perempuan?

Ohttp://www.nu.or.id/post/read/43458/awalnya-syekh-buthi-membuat-quotgerahquot-salafi-
wahabi . Diakses pada tanggal 28 Februari 2017.



2. Mengetahui peran publik perempuan dalam pemikiran al-Biti.
D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis: menemukan konsepsi baru tentang peran publik perempuan dalam
pemikiran al-Biti.
2. Praktis:

a. Institusi Pendidikan: menemukan pemahaman yang baru tentang peran

publik perempuan dalam Islam.

b. Institusi Pemerintah: bahan pertimbangan dan kebijakan pemerintah

dalam melihat sistem hukum keluarga di Indonesia.
E. Originalitas Penelitian

Kajian yang mengulas seputar peran perempuan di ruang publik sebenarnya
sudah banyak dilakukan. Hal ini bisa dilihat di berbagai karya ilmiah, tesis dan
disertasi yang telah dipublikasikan. Secara umum, dalam karya tulis ilmiah tersebut,
pembahasan seputar peran publik perempuan diteliti dari multi perspektif, seperti
tafsir Al-Quran dan hadith—baik yang tradisional maupun yang kontemporer dan
sosiologi hukum Islam.

Di sini akan dibuat dua kategori untuk mengetahui sekilas tentang isi dari
penelitian-penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal ilmiah, tesis dan disertasi.
Pertama, penelitian yang membahas seputar peran perempuan di ruang publik, baik
itu menggunakan perspektif Al-Quran, hadith, maupun perspektif organisasi
tertentu. Kedua, penelitian yang membahas tentang pemikiran Muhammad Sa’id
Ramadlan al-Biitt dalam permasalahan tertentu, akan tetapi tidak membahas peran

perempuan di ruang publik.



Dalam kategori pertama, setidaknya ada lima artikel jurnal ilmiah, empat
judul tesis dan satu disertasi yang membahas peran perempuan di ruang publik.
Untuk artikel jurnal ilmiah adalah sebagaimana berikut.

Pertama, artikel jurnal berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam
Perspektif Al-Quran” yang ditulis oleh Siti Fatimah. Jenis penelitian dalam tulisan
ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Menurut Siti Fatimah, Al-
Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin,
sebagaimana hak kepada laki-laki. Pertimbangan yang dijadikan acuan dalam hal
ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin.
Jadi, pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat
oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi Kriteria
maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala negara).

Meskipun Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai
profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha,
menteri, hakim bahkan kepala negara, akan tetapi dalam tugasnya tetaplah
memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al-
Quran dan hadith, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada
izin dari suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap
diri dan agama.!

Kedua, tulisan Umi Khoiriyah yang berjudul “Kontroversi Kepemimpinan

Kaum Hawa Perspektif Hadith dalam al-Kutub al-Sittah.” Menurut Umi, yang

1Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Quran,” Al-Hikmah; Jurnal Studi
Keislaman, 1 (Maret, 2015), him. 1.



menjadi pemicu terjadinya kontrovesi kepemimpinan perempuan di ranah publik
adalah adanya multi-tafsir terhadap sebuah hadith Nabi yang menyatakan “tidaklah
beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan.”
Sebagian kalangan menjadikan hadith ini sebagai larangan bagi perempuan untuk
tampil di ruang publik. Padahal, jika diteliti dari segi asbab al-nuzil, hadith ini
mengisahkan kasus yang sangat spesifik. Dalam konteks negara demokrasi dengan
perkembangan sistem ketatanegaraan yang cukup pesat saat ini, tentunya hadith di
atas perlu pemberian konteks makna yang relevan sehingga tidak bergeser dari
substansi ajaran syariat yang paripurna dan abadi.*?

Ketiga, tulisan yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan
Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)” karya Jamal Ma’mur Asmani. Menurut Jamal,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari
perspektif Nahdlatul Ulama (NU). Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah
penelitian sosiologi hukum karena mengkaji perubahan hukum yang dipengaruhi
oleh realitas sosial yang digerakkan oleh para aktor. Teori yang digunakan adalah
teori konflik, determinisme inklusif, dan gender. Pengumpulan data dilakukan
secara triangulasi dengan data primer, yaitu hasil wawancara dengan para aktor dan
data sekunder, yaitu hasil resmi organisasi. Analisis data menggunakan analisis isi,
wacana Kritis, dan gender.

Hasilnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Munas NU di

Lampung tahun 1992, NU selalu konsisten melarang perempuan menjadi

2Umi Khoiriyah, “Kontroversi Kepemimpinan Kaum Hawa Perspektif Hadith dalam al-Kutub al-
Sittah,” Jurnal Lisan Al-Hal, 2 (Juni, 2012), him. 1.



pemimpin, namun setelah NU mengeluarkan metodologi ijtihad baru, ada
pergeseran paradigma NU dalam menyikapi kepemimpinan perempuan. Lewat
Munas NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1997 dan Muktamar ke-30 di
Lirboyo tahun 1999, NU meneguhkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin
dengan syarat ada kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan
peran domestiknya.*®

Keempat, karya tulis yang berjudul “Membaca Kepemimpinan Perempuan
dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah”
karya Wawan Gunawan Abdul Wahid. Menurut hasil analisis Wawan, wawasan
Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menapilkan keberpihakan pada
kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang
disajikan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi
pemimpin dalam berbagai tingkatannya di ruang publik. Bahkan, memperhatikan
waktu kemunculannya, kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam
dunia politik serta menjadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam
bidangnya.'*

Kemudian untuk tesis dan disertasi, ada lima judul penelitian. Pertama, tesis
yang berjudul “Menggagas Kepemimpinan Perempuan dalam Urusan Politik:
Studi Kasus Hadith Abii Bakrah” karya Drs. Sulaemang L. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (¢arikhi), dan pendekatan

13Jamal Ma’mur Asmani, “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama
(NU),” Jurnal ADDIN, 1 (Februari, 2015), him. 1.

4Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan
dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah,” Jurnal Musawa, 2 (Juli, 2012), hlm. 243.



sosiologis-fungsional. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif,
induktif dan komparatif.

Dalam penelitian ini, Sulaemang ingin mengetahui bagaimana proses takhrij
al-hadith diaplikasikan untuk menemukan eksistensi hadith Abt Bakrah,
selanjutnya membuktikan kualitas dan kehujjahan serta pemaknaan tekstual dan
kontekstual terhadap hadith tersebut untuk memungkinkan hadirnya gagasan baru
terhadap konsep kepemimpinan perempuan.®®

Kedua, tesis karya Jumiatil Huda yang berjudul “Peran Wanita dalam Ranah
Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam: Studi Pandangan Aktivis Pusat
Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Aktivis HTI.” Model penelitian dalam tulisan ini
masuk kategori penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (field
research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan
normatif hukum Islam. Kemudian metode analisisnya menggunakan teori
fungsionalis struktural. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kesamaan
dari kedua kelompok tersebut dalam ranah domestik, yaitu bahwa peran mendidik
anak adalah tugas bersama, suami dan istri. Sedangkan perbedaannya adalah pada
penggunaan istilah gawwam, hak dan kewajiban. Para aktivis PSW berpandangan
bahwa gawwam tidak hanya diperankan kepada suami tapi juga pada istri, dengan
alasan bahwa kaum perempuan sudah bisa mengakses pendidikan secara mudah
atau kondisi ekonomi suami sedang lemah. Hal demikian mampu mempengaruhi

kewenangan rumah tangga. Sedangkan menurut para aktivis HTI, bahwa gawwam

5Sulaemang L., Menggagas Kepemimpinan Perempuan dalam Urusan Politik: Studi Kasus Hadith
Abii Bakrah, Tesis (Makassar: UIN Alauddin, 2005), him. XIII.

10



tetap berada pada pundak suami. Dan kewajiban mengurus rumah tangga menurut
aktivis PSW adalah menjadi tanggung jawab bersama. Berkebalikan dengan
pandangan para aktivis HTI bahwa tugas mengurus urusan rumah tangga adalah
jatuh pada istri. Suami hanya membantu saja.

Adapun hasil dari peran publik perempuan, juga memiliki kesamaan dan
perbedaan. Persamaannya terletak pada kebolehan perempuan bekerja di luar
rumah. Perbedaannya, menurut aktivis PSW perempuan berperan aktif di seluruh
bidang tanpa kecuali. Sedangkan menurut para aktivis HTI bahwa peran penting
perempuan di publik adalah dalam dakwah dan menuntut ilmu. Perempuan boleh
bekerja akan tetapi tidak boleh menduduki kursi penentuan kebijakan.®

Ketiga, tesis yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan: Perspektif
Tradisi Islam Lokal Kudus” karya M. Zainuri. Metode penelitian yang digunakan
dalam tulisan ini adalah deskripsi. Proses pengambilan data dilakukan melalui
kajian pustaka, hasil penelitian dan wawancara mendalam kepada tokoh agama,
politisi perempuan, dan masyarakat pemilih (perempuan) melalui teknik purposive
sampling, mengelola dan menganalisis data hasil dengan teknik diskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan konstruksi tradisi Islam lokal Kudus
tentang partisipasi politik perempuan pada pemilu 2004 dan mendiskripsikan
implikasi pemikiran tradisi Islam lokal Kudus terhadap kehidupan berpolitik
perempuan di Kudus. Hasilnya, terjadi proses sosial masyarakat Kudus berupa

pelonggaran kitab kuning terhadap peran perempuan dalam berpolitik, tetapi

8Jumiatil Huda, Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam: Studi
Pandangan Aktivis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Aktivis HTI, Tesis (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijogo, 2015), him. VI.
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dengan syarat tetap memegang komitmen pada ajaran Islam untuk tetap menjaga
etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum laki-laki baik, dalam etika
berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk
partisipasi politik lainnya.’

Keempat, tesis karya Dina Anggita Lubis yang berjudul “Partisipasi Politik
Perempuan di DPD PKS Kota Medan: Persoalan, Hambatan dan Strategi.” Jenis
penelitian yang terdapat dalam tesis ini adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sedangkan teknik pengumplan data berupa wawancara dengan informan
dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa keterlibatan atau
partisipasi politik perempuan di PKS cukup tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tidak
diikuti dengan keterwakilan mereka di DPRD Kota Medan. Ini disebabkan oleh
beberapa faktor, di antaranya yang paling dominan adalah faktor budaya, dan faktor
kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari PKS. Untuk mengejar
ketertinggalan tersebut harus dipahami peran dan wewenang yang dimiliki dan
digunakan untuk kemajuan kaum perempuan. Karena pada prinsipnya perempuan
Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama
dengan laki-laki berkiprah di bidang politik. Selain itu, pemerintah juga telah
memberi akses pada perempuan duduk di Parlemen melalui pelaksanaan kuota
30%. Mengingat kualitas perempuan di PKS secara intelegensia dan potensi

lainnya pada dasarnya sama dengan laki-laki, diharapkan di masa mendatang

M. Zainuri, Partisipasi Politik Perempuan: Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus, Tesis
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).
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jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan menduduki possi strategis
di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif semakin meningkat.8

Kelima, disertasi Mariatul Qibtiyah Harun AR yang berjudul “Kepemimpinan
Perempuan: Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan di Pondok Pesantren
Agidah Usymuni Terate Pandian Sumenep” membahas tentang tampilnya
perempuan yang berperan dalam memimpin jejaring kekuasaan di Pondok
Pesantren. Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan perspektif gender dan Life History. Adapun metode pengumpulan data
adalah pengamatan berperan (participant observation), wawancara mendalam (in-
depth interview) dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori
ilmu-ilmu sosial, gender dan Islam, diawali dengan menggunakan teori feminis
kultural, yang dikembangkan Caroll Gilligan.

Dari hasil penelitiannya, Mariatul Qibtiyah mendapatkan tiga kesimpulan.
Pertama, perempuan memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pesantren dengan
dukungan kemampuan, sistem kekerabatan dan matrilokal. Kedua, peran
perempuan di pesantren meliputi: mengembangkan manajemen pesantren,
mengembangkan pendidikan formal dan non formal, pemberdayaan perempuan
melalui NGO dan politik praktis. Ketiga, kepemimpinan perempuan dalam

pesantren telah berhasil menyadarkan masyarakat tentang kesetaraan gender,

8Dina Anggita Lubis, Partisipasi Politik Perempuan di DPD PKS Kota Medan: Persoalan,
Hambatan dan Strategi, Tesis (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).
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membentuk sikap dan perilaku mandiri dan membentuk keharmonisan sosial
masyarakat.®

Sementara itu, untuk kategori kedua hanya memuat tiga penelitian tesis yang
semuanya membahas pemikiran al-Bati. Pertama, Arif Rahman Hakim menulis
tesis tentang “Pemikiran Politik Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buti.” Jenis
penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Sedangkan metode
yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis sintesis. Kemudian teori yang
digunakan adalah teori pembentukan nalar (sina’at al-aql) dan teori fanatisme
(‘asabiyyah), yang keduanya milik Ibn Khaldtn.

Kesimpulan yang dihasilkan dari tesis ini menyatakan bahwa pemikiran
politik al-Butt banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep politik ulama tradisionalis,
semisal al-Mawardi. Dalam pandangan al-Biti, masih menurut Arif Rahman
Hakim, subtansi pemikiran Islam yang sesungguhnya terletak pada pemaduan
antara moralitas dan spiritualitas, bukan pada simbol.?

Kedua, Bazro Jamhar meneliti pemikiran al-Biitt dari aspek yang lain. Di
mana ia menulis tesis dengan judul “Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam
Penetapan Hukum Islam: Studi Pemikiran Usul Figh Muhammad Sa’id Ramadlan
al-Buri.” Penelitian ini terfokus kepada konsep maslahat menurut al-Buti dan
aplikasi dari konsep tersebut dalam penetapan hukum Islam. Bazro berkesimpulan

bahwa maslahat menurut pemikiran al-Buti dapat dijadikan dalil untuk menetapkan

PMariatul Qibtiyah AR, Kepemimpinan Perempuan: Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan
di Pondok Pesantren Agidah Usymuni Terate Pandian Sumenep, Disertasi Doktor (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2014), him. VII.

DArif Rahman Hakim, Pemikiran Politik Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biitt, Tesis (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2014), him. XV.
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hukum dengan syarat harus mendapatkan dukungan dari shara’, atau tidak
bertentangan dengan Al-Quran, hadith, ijma’ atau qiyas sahih dan tidak
mengesampingkan maslahah yang lebih penting. penerapan hukum gisas dan had
merupakan bentuk dari perwujudan pemeliharaan magqdasid shari’ah, dan kedua
hukum tersebut layak diterapkan di manapun dan kapanpun dan merupakan
hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Semakin besar tindak
pidana yang diperbuat, maka semakin besar pula bahaya yang akan ditimbulkan.
Dan semakin besar bahaya yang ditimbulkan maka semakin berat pula hukuman
yang akan ditanggung.?*

Ketiga, Mohammad Mufid juga menulis buku yang berjudul “Nalar ljtihad
Figh Muhammad Sa’td Ramadlan al-Bugi”. Mufid, dalam buku ini—Yyang
merupakan hasil tesis di IAIN Antasari Banjarmasin—meneliti tentang konsep
ijtihad kontemper dalam pandangan al-Bati, implementasi konsep tersebut dan
kontribusi al-Biitt dalam pemikiran hukum Islam.

Menurut hasil penelitiannya, nalar ijtihad yang digagas oleh al-Biiti bukanlah
sesuatu yang baru. Al-Biitt dalam hal ini hanya memaksimalkan konsep ijtihad fikih
yang telah dirumuskan oleh para ahli fikih klasik. Menurut al-Biti, implementasi
ijtihad di abad modern ini adalah melalui ijtinad kolektif (ijzihad jama’i) yang
termanifestasi di dalam forum-forum diskusi fikih, seperti forum Majma’ al-Buhiith
al-Islamiyyah (Mesir), al-Majma’ al-Fight (Mekkah) dan Majma’ al-Figh al-Islamit

(Jeddah).??

21Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam: Studi Pemikiran
Ushul Figh Muhammad Sa’id Ramadlan al-Bitt, Tesis (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).
22Mohammad Mufid, Nalar Ijtihad Figh Muhammad Sa’id Ramadlan al-Bisi (Banjarmasin:
Antasari Press, tt), him. 11 dan 169-171.
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Berdasarkan studi berbagai literatur—jurnal, tesis dan disertasi—yang telah
disebutkan di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik
pemikiran al-Biit1 yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik. Meski
sudah banyak penelitian seputar peran publik perempuan dalam Islam, maka

hadirnya penelitian ini tentu untuk melengkapi studi-studi tentang peran publik

perempuan yang sudah ada.

Nama Peneliti, Judul Orisinalitas

No. L Persamaan Perbedaan o

dan Tahun Penelitian Penelitian

1) Siti Fatimah, Membahas Hanya Membahas
Kepemimpinan peran menggunakan | pemikiran al-
Perempuan dalam perempuan di | perspektif Al- Bati tentang
Perspektif Al-Quran, ruang publik Quran peran publik
2015. perempuan

2 Umi Khoiriyah, Membahas Hanya Membahas
Kontroversi peran menggunakan | pemikiran al-
Kepemimpinan Kaum perempuan di | perspektif Blt1 tentang
Hawa Perspektif Hadith | ruang publik Hadith peran publik
dalam al-Kutub al- perempuan
Sittah, 2012.

4 Jamal Ma’'mur, Membahas Objek kajian Membahas
Kepemimpinan peran hasil bahtsul pemikiran al-
Perempuan: Pergulatan | perempuandi | masail NU BUti tentang
Wacana di Nahdlatul ruang publik peran publik
Ulama (NU), 2015. perempuan

5 Sulaemang, Menggagas | Membahas Objek kajian Membahas
Kepemimpinan peran hadith Abu pemikiran al-
Perempuan dalam perempuan di | Bakrah BUt1 tentang
Urusan Politik: Studi ruang publik peran publik
Kasus Hadith Abu perempuan
Bakrah, 2005.

6 Mariatul Qibtiyah Harun | Membahas Fokus kajian di | Membahas
AR, Kepemimpinan kepemimpinan | pondok pemikiran al-
Perempuan: Peran perempuan pesantren Buti tentang
Perempuan Dalam peran publik
Jejaring Kekuasaan di perempuan
Pondok Pesantren
Agidah Usymuni Terate
Pandian Sumenep, 2014.

7 Arif Rahman Hakim, Membahas Objek kajian Membahas
Pemikiran Politik pemikiran al- masalah peran publik

Bat1 politik perempuan
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Muhammad Sa’id

Ramadlan al-Bati, 2014.

Mohammad Mufid,
Nalar ljtihad Figh
Muhammad Sa’id
Ramadléan al-Batr, tt.

Membahas
pemikiran al-
Batr

Objek kajian
fatwa al-Bat1
secara umum

Membahas
peran publik
perempuan
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BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Peran Perempuan di Ruang Publik
1. Peran Publik Perempuan dalam Al-Quran

Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam
akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberi
kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan
lainnya. Islam yang telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan, secara
tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan
kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak dalam sebuah naungan
keluarga yang utuh.?®

Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (distinction), bukan
pembedaan (discrimination) antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam
aspek biologis, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan yang
selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi, tidak
kompetitif seperti yang tersebut dalam QS Al-Taubah [9]: 71 sebagai berikut:
(5555 Sl (& pas SR 0 (35 g paalls &5 5" mnd W ains il 5 &) sha il 5

V1) ASa 3o B )20 AAR s Gl |7 4Ly 5 N () shlad s SRS
Artinya, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

23Shaikh Mutawalli al-Sha’rawi, Figh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin
(Jakarta: Penerbit AMZAH, 2009), him. 109.

18



menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya

melakukan kerja sama dalam amar makruf dan nahi munkar. Maka sesuai dengan
ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dengan domestik.?
Dalam QS Al-Nisa [4]: 1 Allah juga berfirman yang artinya:
585723 1508 YIS ) e G5 1ea 35 Lo (8185 3m) 5 ol (e oIS (o320 28551580 (ST g
1) Gds &ile H& ) &% aa 8 5 40 sl s

Artinya, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;
dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Surat di atas ini menetapkan adanya persamaan antara kaum perempuan
dengan kaum laki-laki, dalam hal-hal yang termasuk dalam kekhususan umat
manusia. Kaum perempuan disyariatkan untuk mendapatkan mata pencarian
sebagaimana laki-laki. keduanya dibimbing pada pencarian karunia dan kebaikan
yang berupa harta, dengan jalan beramal, dan tanpa merasa iri hati. Kaum laki-laki
tidak diperbolehkan merampas pekerjaan perempuan yang telah diciptakan
untuknya. Begitu juga perempuan, tidak diperbolehkan tamak terhadap apa-apa

yang berada di luar keahlian kodratinya.?®

24Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sha rawi (Jakarta: Teraju,
2004), him. 2-3.

ZNurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran, (Yogyakarta:
LkiS, 2003), him. 9.
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Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat
digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender
dalam Al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut?®:

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada
Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Dhariyat [51]: 56 berikut:

€07 05l ) G5 G s

Artinya, “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki
dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk
menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan
orang-orang bertagwa (muttaqiin), dan untuk mencapai derajat muttagin ini tidak
dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu,
sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hujurat [49]: 13.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khaltfah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, di samping untuk
menjadi hamba (abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt.,
juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl). Kapasitas manusia
sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam QS Al-An’am [6]: 165 sebagai berikut:
sl o % 55 %80T L 3 S50 a5 ans (338 80 5 G Y1 SIS s 3l A

10y am s sl 45

%Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran (Jakarta: Paramadina,
2001), him. 248-264.
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Artinya, “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan
Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis
kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi
yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas
kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab
sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima
perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak
manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian
dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-A’raf [7]: 172 yang
artinya:

oo 5 Ui o 18805 Sl 2l e 2hogials 2450 2 ) sids s 31 i e 1) 3T Y5
VY)Y Gulile 13 Ge B 0) i a5

Artinya, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul
(Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar
di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka

bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan

21



oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam,
tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak
dalam kandungan sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak
dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama
menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

d. Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang
keadaan Adam dan Hawa di surga sampai ke luar ke bumi, selalu menekankan
keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang
(huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.

e. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-
laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni Ali Imran
[3]:195, Al-Nisa’ [4]: 124, Al-Nahl [16]: 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep
kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual,
baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh
satu jenis kelamin saja.

2. Peran Publik Perempuan dalam Hadith

Ketika ditelusuri dalam sejarah Islam, maka sejak awal Rasulullah Saw.
sebagai pembawa risalah telah memerintahkan kepada umat Islam untuk
memperlakukan perempuan secara baik dan siapapun yang memperlakukan
perempuan secara buruk akan mendapatkan ganjaran berupa dosa. Melalui wahyu

Allah Swt. yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. telah mengecam keras
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tradisi penguburan hidup-hidup anak perempuan, mengatur hak dan tanggung
jawab suami istri, mengatur tata cara penikahan secara jelas, mengatur hak
perempuan untuk mendapatkan harta warisan, membolehkan perempuan terlibat
dalam politik, menempatkan ibu dalam posisi yang sangat mulia, melarang
kekerasan terhadap perempuan, membolehkan perempuan untuk salat berjamaah.
Rasulullah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki sebagaimana
dua orang yang bersaudara kandung. Hal ini sebagaimana dalam hadith Nabi,
“Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki.” Segala bentuk
tindakan yang menistakan perempuan dilarang keras oleh Rasulullah Saw. sebagai
bentuk penghargaan yang tinggi terhadap keberadaan perempuan.?’” Hadith di
bawah ini menjelaskan bahwa perempuan juga berhak mengikuti salat berjamaah
bersama Rasulullah Saw. yang berarti bahwa salat berjamaah bukan hanya
didominasi oleh kaum laki-laki saja.
e sall el (S il 43 i Asile o a3l 550 Sl JB el Gl e iSs 0 (g Uiaa
Opebs G g ) Ol 5 (g s sy lailie il 3a alus g dde il s il 5 g0 Qe
ol e aal ed pay Y DLl

Artinya, “Dari Yahya bin Bakir memberitahukan kepada kami dari Ali Ibnu
Syihab, Aisyah berkata: “Perempuan-perempuan mukmin ikut hadir bersama
Rasulullah untuk melaksanakan Salat Subuh dengan menyelimutkan pakaian-
pakaian mereka. Kemudian mereka kembali ke rumahnya setelah mengerjakan
salat. Sementara tidak seorang pun yang bisa mengenali mereka karena gelapnya

suasana.”?®

2’Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadith; Uliimuh wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al Fikr, 1989),
him. 27.

BMuhammad bin Ismail al-Bukhori, Sahih Bukhari, Juz | (Cet. |; Mesir: Dar Tuq al-Najah, 2000),
him. 120.
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Selain hadith di atas, berikut hhadith yang berbicara tentang kebolehan
perempuan terlibat dalam bidang politik.

0 gl gella ) b el 558 e e alle B im0 5 g 538 08 e

il e 2 gy sl il ad

Artinya, “Diberitahukan oleh Abu Bakar ibn Abi Shaibah dari ‘Abdurrahim

ibn Sulaiman dari Hisham dari Hafsan ibn Sirrin dari Ummu Atiyyah al-Ansariyyah

berkata: “Aku ikut berperang bersama Rasulullullah sebanyak tujuh kali

peperangan. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan. Akulah yang

membuatkan makanan untuk mereka, mengobati yang luka-luka dan membantu

yang sakit.”?°
Dalam masalah pendidikan, Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan

perempuan, sebagaimana tercantum dalam hadith yang diriwayatkan Imam
Bukhari, dari Ibnu Abbas, Nabi Saw. merasa belum memperdengarkan kepada
kaum perempuan (belum menyampaikan nasihat). Maka beliau pergi kepada kaum
perempuan untuk memberi mereka nasihat dan menyuruh mereka bersedekah. Ibnu
Juraij berkata: “Apakah seorang imam berhak melakukan yang demikian itu dalam
memberi peringatan kepada kaum perempuan?” ¢ Atha berkata: “Hal itu adalah hak
mereka, jadi mengapa mereka tidak berhak untuk melakukannya.”%

Hadith ini mencerminkan sikap Nabi Saw. yang sangat adil terhadap

perempuan, bahkan dalam pendidikan sekalipun perempuan tidak boleh

didiskriminasikan. Lalu jika sekarang ada anggapan yang muncul bahwa Islan tidak

ZMuslim bin al-Hujjaj al-Naisabiiri, Sakih Muslim, Juz 111 (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabf,
tt), him. 1447.

%Kartika Pemilia Lestari dan Rica Noviyanti, “Studi Kritis Terhadap Tafsir Feminis,” Jurnal
ISLAMIA, 5 (2010), him. 110.
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memihak kepada perempuan, pernyataan tersebut tidak dilandasi oleh bukti-bukti
konkrit yang bersumber pada Al-Quran dan hadith. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan
hadith-hadith Nabi Saw. telah dengan terang menyebutkan bahwa laki-laki dan
perempuan memiliki kedudukan yang setara. Keduanya (laki-laki dan perempuan)
berhak mendapatkan pendidikan, penghargaan, bahkan pahala yang sama apabila
keduanya melaksanakan amal saleh dan beriman kepada Allah Swt. tanpa dikurangi
sedikitpun hanya karena perbedaan jenis kelamin.3
3. Peran Publik Perempuan dalam Lintasan Sejarah

Kesetaraan gender yang termanifestasikan dalam keterlibatan perempuan
dalam ruang publik bila ditinjau dari aspek kesejarahan setidaknya dapat
dikategorikan dalam tiga periode yakni, periode klasik, pertengahan, dan modern.

a. Periode Klasik

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan muslimah tampak dalam sosok
perempuan yang dinamis, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-
Quran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki
kemandirian politik (al-istiglal al-siyasah) seperti dalam QS Al-Mumtahanah [60]:
12), seperti figur Ratu Bilgis yang mempunyai kerajaan ‘arshun ‘adim (Super
power), dan figur-figur yang lain.*?

Gambaran yang demikian ideal ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab suci
agama lain. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah

perempuan yang memiliki prestasi cemerlang sebagaimana yang diraih kaum laki-

$1Ernita Dewi, “Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang Al-Quran dan Hadith,” Jurnal
Subtantia, 2 (Oktober, 2012), him. 277.

32Siti Musdah Mulia, “Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi”,
SAWWA Jurnal Studi Gender, PSG IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 3, No. 1, 2008, him. 14.
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laki. Dalam jaminan Al-Quran, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor
kehidupan masyarakat, termasuk politik dan ekonomi.*

Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam sektor publik dapat dibuktikan
dalam kisah istri-istri Nabi. Kita menemukan di dalam Sahih Bukhari, salah satu
kumpulan hadith yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan Muslim secara aktif
membantu mereka yang luka dalam perang Uhud, termasuk di dalam kaum
perempuan ini adalah para istri Nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia
melihat Aisyah dan istri Nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di
medan perang.®* Aisyah meriwayatkan hadith bahwa dia (Aisyah) menemani Nabi
dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar.®®
Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad Saw., belum
ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan Aisyah (istri Nabi) saja pernah
menjadi pemimpin perang.3®

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan emansipasi
perempuan dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah
yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Kedatangan Islam telah mengeliminasi
budaya-budaya jahiliyyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya.®’

b. Periode Pertengahan

Pada periode pertengahan ini membahas peran perempuan pada masa dinasti-

dinasti Islam. Dalam buku berjudul History of Arabs karya Philip K. Hitti

33Siti Musdah Mulia, “Kekerasan terhadap Perempuan”, hlm. 15.

34 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 1999), him. 267.

$Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, him. 270.

$%Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, (Jakarta: Mizan. 2000), him. 121.
$7Syamsuddin Arif, “Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban ” dalam Al Insan, Jurnal Kajian
Islam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Al Insan, Jakarta, NO. 3, Vol. 2, 2006, hIm. 95-96.
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menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan masyarakat Dinasti Abbasiyah, ada
budak yakni ibu Harun yang dikenal sebagai al-Khayzuran, perempuan pertama
yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan Dinasti Abbasiyah.3®

Pada masa awal Dinasti Ababasiyah, kaum wanita cenderung menikmati
tingkat kebebasan yang sama dengan kaum wanita pada masa Dinasti Umayyabh;
tapi menjelang akhir abad ke-10, pada masa Dinasti Buwayhi, system pemingitan
yang ketat berdasarkan jenis kelamin menjadi fenomena umum. Pada masa itu,
banyak perempuan yang berhasil mengukir prestasi dan berpengaruh di
pemerintahan, baik dari kalangan atas, seperti Khayzuran, istri al-Mahdi dan ibu al-
Rasyid; ‘Ulayyah, anak perempuan al-Mahdi; Zubaydah, istri al-Rasyid dan ibu al-
Amin; dan Buran, istri al-Ma’mun, atau dari kalangan awam, seperti wanita-wanita
muda Arab yang pergi berperang dan memimpin pasukan, menggubah puisi dan
bersaing dengan laki-laki di bidang sastra, atau mencerahkan masyarakat dengan
kecerdasan, musik dan keindahan suara mereka. Di antaranya adalah Ubaydah al-
Thunburiyah yang kondang di seluruh negeri pada masa al-Mu’tasim sebagai
biduanita dan musisi yang cantik.>°

Pada masa kemundurannya, yang ditandai dengan praktik perseliran yang
berlebihan, merosotnya moralitas seksual dan berfoya-foya dalam kemewahan,
posisi perempuan menukik tajam seperti yang disebutkan dalam kisah Seribu Satu

Malam. Pada masa itu, perempuan ditampilkan sebagai perwujudan dari sikap licik

$philip K. Hitti, History of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi,
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), him. 414,
3pPhilip K. Hitti, History of The Arabs, him. 415.
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dan khianat, serta wadah bagi semua perilaku tercela dan pemikiran yang tidak
berguna.*°

c. Periode Modern

Periode modern yang dimaksud adalah zaman kemerdekaan. Dalam
pendahuluan buku berjudul “Perempuan dan Politik dalam Islam”, dikatakan bahwa
saat ini gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan
menuju fase kepemimpinan.*! Buktinya, dalam konteks kesejarahan perempuan dan
politik di Indonesia masa kini, keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu
(Cetro-Centre for Electoral reform) pada tahun 1999, yang dipimpin seorang
perempuan antara lain penulis buku, Ani Soetjipto, telah membuktikan bahwa
perempuan Indonesia telah menunjukkan keberadaannya secara konsisten sebagai
“agen pembaharu” di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang
politik. Lebih jauh lagi Ani mengungkapkan bahwa pemilu langsung 2004
merupakan kontribusi dari pemerintahan (mantan) Presiden Megawati Soekarno
Putri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia.*?

Di lingkungan NU, perhatian besar terhadap hak-hak perempuan sudah lama
bergulir. Dalam organisasi massa Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara ini,
lahirlah organisasi Muslimat, Fatayat, serta IPPNU jelas diproyeksikan untuk lebih
memberikan peran kepada kaum perempuan. Sebelumnya di era pra-kemerdekaan

hingga awal kemerdekaan, perempuan dianggap tidak lebih sebagai “konco

“40Philip K. Hitti, History of The Arabs, him. 416.

41Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),
him. 1.

42Gaparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan (Jakarta: PT
Kompas Media Nusantara, 2010), him. 108.
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wingking” (teman belakang). Keberadaan badan-badan otonom NU itu bagi kaum
perempuan secara ikhlas menunjukkan dinamisasi organisasi tersebut.

Perkembangan menggembirakan tentang hak-hak perempuan dalam NU
muncul dalam kesempatan Konferensi Besar Syuriah NU pada Sya’ban 1376 H/19
Maret 1957 M di Surabaya. Salah satu keputusannya menyebutkan bahwa kaum
perempuan diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD. Apalagi kemudian,
keputusan Syuriah tesebut dikuatkan lagi oleh keputusan Muktamar NU 1961 di
Salatiga, Jawa Tengah, bahwa seorang perempuan diperkenankan menjadi kepala
desa. Bahkan, NU sudah memberikan lampu hijau atas peran serta perempuan
dalam berbagai sektor kehidupan, sekalipun untuk posisi kepala Negara atau
presiden.®
B. Biografi Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biiti

1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga

Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buti lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka,
Pulau Buthan, sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara
Turki dan Irak. la berasal dari suku Kurdi, yang hidup dalam berbagai tekanan
kekuasaan Arab Irak selama berabad-abad.

Bersama ayahnya, Syaikh Mula Ramadlan, dan anggota keluarganya yang
lain, al-But1 hijrah ke Damaskus pada saat umurnya baru empat tahun. Ayahnya
adalah sosok yang amat dikaguminya. Pendidikan sang ayah sangat membekas
dalam sisi kehidupan intelektualnya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang

ulama besar di Damaskus. Bukan saja pandai mengajar murid-murid dan

43Said Aqgil Siraj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, (Bandung: Mizan, 2006), him. 247-248.
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masyarakat di kota Damaskus, Syaikh Mula juga sosok ayah yang penuh perhatian
dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.

Dalam karyanya yang mengupas biografi kehidupan sang ayah, al-Figh al-
Kamilah li Hayah al-Syaikh Muld al-Biiti Min Wiladatih ila Wafatih, al-Buti
mengurai awal perkembangan Syaikh Mula dari masa kanak-kanak hingga masa
remaja saat turut berperang dalam Perang Dunia pertama. Kemudian menceritakan
pernikahan ayahnya, berangkat haji, hingga alasan berhijrah ke Damaskus, yang
dikemudian hari menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga asal Kurdi itu.

Masih dalam karyanya ini, al-Biti menceritakan kesibukan ayahnya dalam
belajar dan mengajar, menjadi imam dan berdakwah, pola pendidikan yang dite-
rapkannya bagi anak-anaknya, ibadah dan kezuhudannya, kecintaannya kepada
orang-orang salih yang masih hidup maupun yang telah wafat, hubungan baik
ayahnya dengan para ulama Damaskus di masa itu, seperti Syaikh Abu al-Khair al-
Madani, Syaikh Badruddin al-Hasani, Syaikh Ibrahtm al-Ghalayayni, Syaikh Hasan
Jabnakah, dan lainnya, yang menjadi mata rantai tabarruk bagi al-Buti. Begitu
besarnya atsar (pengaruh) dan kecintaan sang ayah, hingga al-Bit1 begitu terpacu
untuk menulis karyanya tersebut.

2. Pengembaraan Intelektual al-Buti

Muhammad Sa’id Ramadlan al-Bati muda menyelesaikan pendidikan
menengahnya di Institut al-Tawjih al-Islami di Damaskus. Kemudian pada tahun
1953 ia meninggalkan Damaskus untuk menuju Mesir demi melanjutkan studinya
di Universitas Al-Azhar. Dalam tempo dua tahun, ia berhasil menyelesaikan

pendidikan sarjana S1 di bidang shariah. Pada tahun berikutnya di universitas yang
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sama, ia mengambil kuliah di Fakultas Bahasa Arab hingga lulus dalam waktu yang
cukup singkat dengan sangat memuaskan dan mendapat izin mengajar bahasa Arab.

Kemahiran al-Buti dalam bahasa Arab tak diragukan. Sekalipun bahasa ini
adalah bahasa ibu orang-orang Arab seperti dirinya, sebagaimana bahasa-bahasa
terkemuka dalam khazanah peradaban dunia, ada orang-orang yang memang
dikenal kepakarannya dalam bidang bahasa, dan al-Biitt adalah salah satunya yang
menguasai bahasa ibunya tersebut. Di samping itu, kecenderungan kepada bahasa
dan budaya membuatnya senang untuk menekuni bahasa selain bahasa Arab, seperti
bahasa Turki, Kurdi, bahkan bahasa Inggris.

Selulusnya dari Al-Azhar, al-Buti kembali ke Damaskus. Ia pun diminta
untuk membantu mengajar di Fakultas Shariah pada tahun 1960, hingga berturut-
turut menduduki jabatan struktural, dimulai dari pengajar tetap, menjadi wakil
dekan, hingga menjadi dekan di fakultas tersebut pada tahun 1960.

Lantaran keluasan pengetahuannya, ia dipercaya untuk memimpin sebuah
lembaga penelitian teologi dan agama-agama di universitas bergengsi di Timur
Tengah itu. Tak lama kemudian, al-Biti diutus pimpinan rektorat kampusnya untuk
melanjutkan program doktoral bidang wusil shari’ah di Al-Azhar hingga lulus dan
berhak mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu-ilmu shariah.

Aktivitasnya sangat padat. la aktif mengikuti berbagai seminar dan konferensi
tingkat dunia di berbagai negara di Timur Tengah, Amerika, maupun Eropa.
Bahkan Hingga ia pernah menjabat sebagai salah seorang anggota di lembaga pene-

litian kebudayaan Islam Kerajaan Yordania, anggota Majelis Tinggi Penasihat
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Yayasan Thabah Abu Dhabi, dan anggota di Majelis Tinggi Senat di Universitas
Oxford Inggris.
3. Karya lImiah al-Biti

Al-BitT adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya mencapai
lebih dari 60 buah, meliputi bidang shariah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah
kebudayaan dan lain-lain. Karya-karyanya juga banyak diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia. Misalnya, al-Hub fi Al-Quran (Al-Quran Kitab Cinta), La Ya’tith
al-Batil (Tak Akan Datang Kebatilan terhadap Al-Quran), Figh al-Sirah al-
Nabawiyyah (Sirah Nabawiyah: Analisis limiah Manhajiah Sejarah Pergerakan
Islam di Masa Rasul Saw) dan masih banyak yang lainnya. Dalam konteks
kepesantrenan, terutama pesantren salaf, bukunya yang berjudul Dlawabit al-
Maslahah merupakan referensi primer dalam kajian Bahtsul Masail (BM).

Gaya bahasa al-Biitt istimewa dan menarik. Tulisannya proporsional dengan
tema-tema yang diusungnya. Tulisannya tidak melenceng dan keluar dari akar
permasalahan dan kaya akan sumber-sumber rujukan, terutama dari sumber-sumber
rujukan yang juga diambil lawan-lawan debatnya.

4. Peristiwva Wafatnya al-Biuitt

Pada saat prahara Revolusi Musim Semi Suriah 2011 hingga Kini untuk
menggulingkan pemerintahan Bashar al-Asad, secara mengejutkan ia mengambil
sikap yang berseberangan dengan kelompok Islamis lainnya. Secara politis ia
mendukung rezim Basyar al-Assad dan sekutunya Hizbullah Lebanon. Salah
seorang murid beliau menjelaskan bahwa keputusan al-Biiti tidak mendukung

revolusi adalah karena ia tidak menyetujui cara-cara kekerasan atau perang yang
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dilakukan aktivis Islam dan mujahidin dari Ikhwanul Muslimin, Salafi, al-Qaidah
dan lainnya. la memandang bahwa revolusi berdarah memiliki mudarat yang lebih
besar daripada menanggung kezhaliman rezim Bashar al-Asad. la menyetujui
perubahan rezim dan perbaikan pemerintahan Suriah yang dilakukan secara damai
melalui reformasi dan bukan revolusi. Atas sikapnya tersebut ia mendapat kritikan
tajam dari berbagai kalangan dan mendapat dukungan dari kalangan yang lain.

Kamis 22 Maret 2013 malam, seperti biasanya Syaikh al-Biitt mengisi kajian
tafsir Al-Quran pekanan di Masjid Al-Iman, Mazra’a, Damaskus. Kajian ini
dilaksanakan selepas shalat Maghrib. Namun, saat kajian berlangsung seorang
pelaku bom bunuh diri meledakkan bom di tengah-tengah majelis ilmu yang sedang
diampunya. Dalam kejadian tersebut al-Buti meninggal dunia bersama 42
muridnya, sedangkan 84 lainnya mengalami luka-luka, termasuk cucu al-Biiti.*4

5. Pemikiran al-Buti Seputar Gender

Dalam perspektif al-Biti, Islam hakikatnya tidak membedakan antara laki-
laki dan perempuan dalam masalah hak dan kewajiban. Hal itu disebabkan karena
laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama hamba Allah yang wajib untuk taat
kepada-Nya. Dari sini maka akan tampak bahwa kewajiban yang dibebankan
kepada laki-laki juga dibebankan kepada perempuan.*® Dalil yang melegitimasi
masalah ini antara lain hadith Nabi yang artinya: “hak Allah atas hamba-hamba-

Nya adalah untuk disembah dan tidak disekutukan. Dan hak hamba atas Allah

“4http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-said-ramadhan-al-buthi/. Diakses pada
tanggal 1 Maret 2017.
SAI-Biti, al-Mar’ah, him. 20.
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ketika sudah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya adalah tidak mendapat
siksa dari Allah.”

Dalam hadith di atas, setidaknya bisa diambil dua kesimpulan. Pertama,
secara tekstual ada dua macam hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Dari sini,
maka prinsip-prinsip dan semua hukum shariat dalam Islam, muaranya pasti akan
kembali kepada hak Allah atau hak manusia. Kedua, dalam kaidah bahasa Arab
bahwa kata al- ibad (hamba-hamba) tidak hanya terkhusus pada laki-laki saja,
tetapi juga mencakup perempuan. Hal ini semakin meneguhkan tidak adanya tebang
pilih dalam menjalan kan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.*®

Sebagai misal, masalah kewajiban berjihad, dalam perspektif al-Buti tidak
ada sangkut pautnya dengan sifat laki-laki atau perempuan. Mengapa bisa
demikian? Hal itu karena syarat utama dalam jidad adalah “keluarnya seseorang di
medan tempur tidak menjadi penyebab untuk meninggalkan kewajiban yang ‘sama
penting dengan jihad’ atau bahkan ‘lebih penting lagi dari jihad.” Pengertian dari
adanya syarat ini, apabila ada orang yang ingin berjihad akan tetapi dengan keluar
jihad justru meninggalkan kewajiban yang lebih besar, maka gugurlah kewajiban
berjihad terhadap orang tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.*’

Untuk memperjelas gugurnya kewajiban jihad untuk orang laki-laki karena
ada perkara lain yang lebih penting sebagaimana keterangan dalam hadith riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadith itu disebutkan bahwa suatu hari

ada seseorang yang menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk minta izin ikut

SAI-Biti, al-Mar’ah, him. 20-21.
YTAl-Biti, al-Mar’ah, him. 23.
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berjihad. Kemudian Rasulullah bertanya: “Apakah kedua orang tuamu masih
hidup?” Laki-laki tersebut menjawab: “Iya.” Setelah itu Rasulullah berkata:
“jthadmu adalah merawat kedua orang tuamu.”

Sedangkan gugurnya kewajiban jihad bagi perempuan juga dikarenakan
maslahah yang lebih utama dari perang di medan tempur. Karena dengan
keikutsertaan kaum hawa dalam berperang justru akan mencederai kewajibannya
yang sangat urgen, yaitu merawat dan mendidik anak, karena ibu adalah madrasah
pertama bagi anak-anak. Pun demikian, jika negara dalam kondisi bahaya dari
ancaman luar, maka semua wajib berjihad, baik laki-laki maupun perempuan.®

Dari uraian di atas dapat sedikit disimpulan terkait dengan pemikiran
feminisme al-Buti sebagai berikut:

a. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terletak pada hakikat

kamanusiaan.

b. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memikul
kewajiban yang dibebankan oleh Allah.

c. Sedangkan perbedaan yang tampak secara kasat mata dalam penerimaan
hak-hak itu lebih karena tingkat keahlian yang berbeda-beda antara laki-
laki dengan perempuan. Selain itu, karena adanya suatu hikmah atau
maslahah disyariatkannya sebuah hukum.

d. Sifat ‘perempuan’ an sich tidak bisa menjadi penghalang bagi wanita

untuk berkarir di ruang publik.

BA|-Biti, al-Mar’ah, him. 23.
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C. Kesetaraan Gender
1. Sejarah

Perjuangan perempuan pada tingkat global tidak pernah surut. Setelah Perang
Dunia pertama dan kedua, perjuangan perempuan semakin gencar dengan
ditetapkannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak-Hak
Asasi Manusia) PBB tahun 1948. Meskipun deklarasi tersebut tidak mengikat,
namun menjadi dasar dari berbagai aturan yang dapat mengikat dan melindungi
kaum perempuan di tingkat global.

Pada tahun 1975 dihasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-
laki pada World Conference International Year of Women PBB yang
diselenggarakan di Mexico City. Isi dari deklarasi tersebut adalah kesamaan dalam
hal:

] Pendidikan dan pekerjaan,

[] Prioritas pembangunan bagi kaum perempuan

[] Perluasan partisipasi perempuan dan pembangunan

] Penyediaan data dan informasi perempuan

] Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Implementasi dari deklarasi tersebut adalah dikembangkannya berbagai
program untuk pemberdayaan perempuan (Women Empowerment Programs).
Guna mewadahi aktivitas tersebut diperkenalkan era perempuan dalam
pembangunan (Women in Development) yang ditujukan untuk mengintegrasikan

perempuan di dalam pembangunan.
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Dalam perkembangannya PBB membentuk komisi yang secara khusus
menangani masalah perempuan yaitu Commission on the Statue of Women (CSW).
Komisi ini membentuk suatu konvensi penghapusan diskriminasi terhadap
perempuan yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW). Pada akhirnya konvensi ini diadopsi oleh Majelis
Umum PBB pada tanggal 1 Desember 1979 dengan nama Konvensi Perempuan
atau Konvensi CEDAW.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangai konvensi CEDAW dalam
Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi perempuan yang diselenggarakan di
Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980. Hal ini merupakan penegasan sikap
Indonesia untuk menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Termasuk di
dalamnya adalah keadilan gender. Sebagai tindak lanjutnya Indonesia meratifikasi
hasil konvensi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskiriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984.

Dengan diakuinya Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, maka
dilaksanakan Konferensi Dunia ke-1VV mengenai Perempuan di Beijing tahun 1995.
Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-
negara di dunia diantaranya hak asasi perempuan dalam berbagai bidang
(ekonomi,sosial, politik, pengambilan keputusan, lingkungan hidup, dil).

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati
tentang Deklarasi Milenium (Millennium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) atau MDGs dengan
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menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Terdapat delapan komitmen
kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs. Salah satu tujuan MDGs adalah
mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan
perempuan. Sebagai kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada September 2015,
telah ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda
pembangunan setelah MDGs. SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi
negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan
untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030.

Dalam SDGs isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan 5.
Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai
kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dengan
beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya:

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak

perempuan dimanapun,

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis

di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan
seksual, dan berbagia jenis eksploitasi,

5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan

dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan,

5.4 Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan

pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan
promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga

secara tepat,
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5.5

5.6

5.a

5.c

5.c

Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan
kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat
pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik,
Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak reproduksi,

Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada
perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses ke kepemilikan dan
kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan,
warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional,
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, Kkhususnya
teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan
pemberdayaan perempuan,

Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundangundangan
berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua

perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.*®

2. Konsep Kesetaraan Gender

Kata gender diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai

pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara etimologis kata gender berasal

dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai

perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dari

kedua literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

“Dina Nur Rahmawati, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, him. 22-3.
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Terkait dengan konsep jenis kelamin dan gender, sosiolog dari Inggris
bernama Ann Oakley pertama kali yang membedakan antara konsep jenis kelamin
dan gender pada tahun 1972.°° Menurut Oakley, jenis kelamin merujuk pada
perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, sementara gender merupakan perbedaan
simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga
gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada
manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Pembedaan ini menjadi sangat penting,
sehingga konsep manusia terkait kodrati mengacu pada jenis kelamin, sedangkan
pembedaan manusia yang bukan kodrati mengacu pada konsep gender.

Pembedaan lainnya juga dikemukakan oleh Caplan, yang mengemukakan
bahwa gender adalah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang
dikonstruksi secara sosial. Senada dengan Caplan, Elaine Showalter
mengemukakan bahwa gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat
dari konstruksi sosial budaya. Dengan kata lain gender dapat bervariasi antar waktu
maupun antar tempat. Secara tegas pembedaan lain dikemukakan oleh Women'’s
Studies Encyclopedia yang menyatakan bahwa gender merupakan konsep kultural
untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara
laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa literatur dan definisi yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa gender mengacu pada perbedaan peran, perilaku, fungsi, dan

status pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya.

*0Harmona Daulay, Perempuan Dalam Kemelut Gender, (Medan: Universitas Sumatera Utara
Press, 2009), him. 87
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Konsep ini kemudian disosialisasikan secara turun temurun. Dengan demikian
gender merupakan hasil kesepakatan manusia dan tidak bersifat kodrati. Gender
dapat berubah tergantung waktu dan budaya suatu wilayah.

Terkait konsep gender, tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan
gender. Tujuan dari merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Muawanah,®® kesetaraan gender
merupakan kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya agar berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
Hal senada juga dikemukakan oleh Puspitawati®?, bahwa kesetaraan gender adalah
kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki
kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya
bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa
kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan
perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut
berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Sementara itu kesetaraan gender didefinisikan oleh Nurhasanah sebagai suatu
kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar

dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional.>® Sedangkan

SIEIfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Teras, 2009), him.
143.

2Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, (Bogor: Departemen IImu Keluarga dan
Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia- IPB, 2013), him. 78.

53Nurhasanah dan Mufidah Ch., “Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks
Sosial Budaya dan Agama,” Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 1 (2008), him. 30
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Puspitawati mendefinisikan gender sebagai suatu kondisi adil untuk perempuan dan
laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-
hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.>* Dari kedua definisi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya
didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk
berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Dengan demikian,
terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya
diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama
dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan.
Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan
adil dari pembangunan tersebut.
D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penilitian ini ini berawal dari kajian mendalam
terhadap pemikiran al-Butt yang terdapat dalam karya-karyanya yang berhubungan
dengan peran publik perempuan. Setelah melakukan kajian teks, kemudian
berusaha menemukan metodologi yang dipakai oleh al-Biitt dalam merumuskan
konsepnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Setelah
mengetahui metodologi yang digunakan, langkah selanjutnya adalah melakukan
studi komparasi antara konsep al-Buti tantang peran publik perempuan beserta
metodologi yang dipakai dengan teori kesetaraan gender. Adapun kerangkanya

sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

S4Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender..., him. 78.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis. Pendekatan historis
didasarkan pada argumen bahwa salah satu penelitian sejarah adalah penelitian
biografi seseoarng, yaitu tentang kehidupan seseoarang dalam hubungannya
dengan masyarakat, sifat, watak, pengaruh pemikiran, dan idenya, lalu
menganalisis karya-karya intelektual dan biografinya.>®

Sedangkan pendekatan kritis terwujud dalam bentuk refleksi diri yang
meliputi langkah memahami, membela, dan sekaligus memberikan kritik agar
manusia tidak terjatuh dalam belenggu ideologi beku atau kungkungan struktur
politik. Hal ini penting untuk mengungkapkan faktor-faktor ideologis yang menjadi
penghambat komunikasi, dan kemudian mncari solusi yang mampu melahirkan
emansipasi sosial dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.>®

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran publik
perempuan dalam pemikiran Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biti perspektif
kesetaraan gender, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan
ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk

mengungkap persamaan dan perbedaan antara obyek kajian pemikiran al-Biti

S5Ahmad Hasan, Dasar-dasar Epistemologi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 122.
%6Komaruddin Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan (Jakarta: Teraju, 2004), him.14-16.
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dengan pemikir lainnya. Dari sini, maka akan diketahui orisinalitas pemikiran al-
Biti.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research),
dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penelitian yang berangkat
dari kenyataan-kenyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk
kesimpulan yang umum. Jenis data merupakan literer, maka penelitian ini mengkaji
pustaka yakni dengan cara menuliskan, mengklasifikasi, mereduksi,
dan menyajikan data. Adapun teknik pengumpulan datanya, diambil dari berbagai
sumber. Sumber tertulis yang diterbitkan di antaranya berupa buku-buku rujukan,
bahan-bahan dokumentasi, jurnal, majalah ilmiah dan sebagainya. Adapun sumber
tertulis yang tidak diterbitkan di antaranya skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan
sebagainya.’

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang bersumber dari

dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan skunder.
1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang bersumber dari
dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer
adalah bahan pokok penelitian tesis ini. Adapun bahan hukum primer dalam
penelitian ini adalah buku karya Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buti dengan judul-

judul sebagai berikut: (a) al-Mar’ah bayna Tughyan al-Nidam al-Gharbi wa

SMardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bina Aksara, 1996),
him. 28.
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Lathaif al-Tasyri’ al-Islamrt; (b) Hugiig al-Mar’ah, al-Tanaqudl Bainaha wa Baina
al-Shari’ah al-Islamiyyah; (¢) Qadlaya Fighiyyah Mu’ashirah; (d) La Ya'tihi al-
Batil; (e) lla Kulli Fatah Tu’minu Billah; dan (f) al-Buati: al-Dakwah wa al-Jihad
wa al-Islam al-Siyasi.
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam tesis ini selain yang telah dipaparkan penulis
pada kajian pustaka sebelumnya, maka buku-buku, kamus, jurnal, dan karya lain
yang relevan dengan pembahasan kesetaraan gender dijadikan referensi penunjang
pada penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berupa
studi komprehensif terhadap pemikiran Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biit1 yang
terkodifikasikan di dalam karya-karyanya sebagaimana telah disebutkan di bagian
sumber data. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang tepat adalah
dokumentasi. Menurut Suharsimi, metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.>®

Dokumen yang dijadikan bahan penelitian adalah buku-buku karya al-Biiti
yang berkaitan dengan isu-isu seputar peran perempuan di ruang publik. Untuk

mendapatkan pemahaman yang holistik atas isu yang sedang dibahas, peneliti juga

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), him. 274.
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menelaah berbagai referensi dari jurnal, buku, internet dan literatur Islam klasik,
seperti tafsir Al-Quran, kitab-kitab hadith, fikih dan ushul fikih.
D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pemikiran al-Biiti terkait peran perempuan di ruang
publik, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode hermeneutis. Metode
ini digunakan dalam rangka memahami dan menafsirkan pemikiran al-Buti,
sehingga dapat disarikan dan dipahami dengan mudah oleh orang lain.*° Dengan
metode ini, maka karya-karya al-Buti diteclaah dan dipahami secara mendalam,
komprehensif dan holistik, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemikiran
yang khas terutama jika dihubungkan dengan pandangan al-ButT mengenai peran
perempuan di ruang publik.

Setelah mendeskripsikan pemikiran al-Biiti, maka langkah selanjutnya adalah
tahap penyimpulan data. Penarikan kesimpulan ini, menggunakan metode deduktif,
induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan dalam menganalisis prinsip-
prinsip konsep al-Biiti tentang peran publik perempuan. Metode induktif digunakan
untuk melacak metodologi pemikiran al-Biiti, yang tersebar di beberapa karyanya
untuk saling melengkapi supaya pemikirannya bisa diketahui secara utuh dan jelas.
Sedangkan metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara

pemikiran al-Biitt dengan cendekiawan Muslim lainnya.

%9Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh, vol. | (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 220. Menurut
Komaruddin Hidayat, metode hermeneutis itu menjadi upaya yang lazim digunakan untuk
mengungkapkan makna yang terkandung dalam sebuah teks yang pada dasarnya muncul dari
pertautan antara tiga subyek, yakni teks, pikiran pengarang dan benak pembaca (peneliti). Lihat,
Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta: Paramadina, 1996), him. 14.
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BAB IV

METODE ISTINBAT HUKUM AL-BUTI

A. Konsep Maslahah sebagai Pertimbangan Hukum

Pendekatan maslahah adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai
hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahah merupakan tujuan shariat
(magasid al-shari’ah) dari ditetapkannya hukum Islam.®® Magasid al-shari’ah
telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum sejak masa
Nabi. Upaya seperti itu dilakukan pula oleh para sahabat, misalnya terlihat dalam
beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab. Setelah itu,
magqasid al-shart’ah mendapat tempat dalam usul fikih, yang dikembangkan oleh
para usil7 dalam penerapan giyas ketika berbicara tentang masalik al-illah. Terlihat,
misalnya, dalam beberapa karya usul fikih, seperti al-Risalah oleh al-Syafi’1, al-
Mustasfa karya al-Ghazali, al-Mu ‘tamad karya Abu al-Hasan al-Basr1 dan lain-lain.
Magasid al-shari’ah baru berkembang secara luas dan sistematis pada masa al-
Syatibi.®

Secara etimologi maslahah merupakan derivasi dari akar kata salazh yang
bermakna manfaat. Bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural al-
masalih. Maka setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara

menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut maslahah.

%0Hashi As-Shiddigi, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 171.
INasrun Rusli, Konsep ljtinad al-Shaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), him. 42-43.
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Sedangkan secara terminologi para pakar usul fikih memiliki pengungkapan
definisi yang berbeda-beda, namun semuanya kembali kepada maksud yang sama.
Menurut al-‘Iz al-Din ibn Abdu al-Salam (w. 660 H.), maslahah adalah kenikmatan
dan kebahagiaan serta segala jalan menuju pada keduanya. Sedangkan mafsadah
adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan pada keduanya.5?
Menurut Al-Ghazali (w. 505 H.), maslahah adalah menarik manfaat dan menolak
mafsadah. Namun yang dimaksud dalam pendefinisian maslahah di sini adalah
pelestarian terhadap tujuan-tujuan shariah yang mencakup lima hal, memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.%®

Al-Biti kemudian menyimpulkan bahwa maslahah dalam istilah ulama
shariah adalah manfaat yang dituju shari’ (pemegang otoritas shariah) untuk
hamba-Nya, yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah kenikmatan dan yang menjadi
jalannya dan menolak rasa sakit dan dan yang menjadi penghantarnya.

Berdasarkan keterangan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa maslahah yang
dikehendaki oleh para pakar usul fikih adalah maslahah yang kembali kepada
maksud shari’ bukan kepada maksud manusia. Hal ini, karena manusia memiliki
standar yang berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan manusia
memiliki ~ kecenderungan  memenuhi  kepentingan  pribadinya  tanpa
mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai

masfsadah oleh shari’ dinilai maslahah oleh sebagian manusia.

62]zz ad-Din Abdul Aziz Ibn Abdu al-Salam al-Sullami, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,
(Beirut: Dar al-Kutub al-1lmiyyah, 1999), him. 12.

83Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi al-Usiil, (Muassasah
ar-Risalah, 2007), him. 417.
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Maslahah, menurut al-Bati bukanlah dalil mandiri sebagaimana Al-Quran,
hadith, ijma’ dan qiyas. Maslahah adalah makna universal yang diperoleh dari
penelitian terhadap hukum-hukum partikular yang digali dari dalil-dalil shariah
secara spesifik. Artinya ketika melakukan penelitian terhadap hukum-hukum
partikular maka akan ditemukan bahwa di antara hukum-hukum tersebut terdapat
satu titik temu yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, tujuan mewujudkan kemaslahatan adalah makna universal
sementara hukum-hukum partikular tersebut adalah juz ‘iyah-juz iyah-nya. Makna
universal tersebut tentu saja tidak wujud tanpa juz iyah-juz iyah itu. Karena itu,
maslahah yang dapat dinilai sebagai maslahah hakiki haruslah maslahah yang
ditopang dengan dalil-dalil shara’ atau minimal tidak berlawanan dengan dalil
shara’. Berdasarkan ini maka maslahah tersebut haruslah memiliki batasan-batasan
(dlawabir) yang dapat membatasi maknanya secara universal dari satu sisi, dan bisa
menghubungkannya dengan dalil-dalil shara’ secara spesifik dari sisi yang lain.
Sehingga dengan ini terjadi singkronisasi antara makna universal tersebut dengan
Juz iyah-juz ivah-nya.®

Secara sistematis al-Bati mengajukan kesimpulan bahwa sebuah maslahah
bisa dinilai sebagai maslahah yang hakiki jika memenuhi lima batasan (dlawabit),
yang pertama berkaitan dengan penyingkapan makna universal maslahah tersebut,
sementara empat yang lain membatasinya dengan cara dihubungkan dengan dalil-

dalil shar i yang spesifik.

®4Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biiti, Dlawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah,
(Damaskus: Dar Fikr, 2009), him. 65.
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1. Maslahah Harus Berkisar dalam Lingkup Tujuan Shari’

Maslahah harus relevan dengan magasid al-shari’ah. Shariat Islam
diciptakan untuk menjaga lima hal penting, yaitu agama (dm), jiwa (nafs), akal
(aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Maka segala aktivitas yang mengandung
unsur menjaga lima hal di atas disebut maslahah, sebaliknya segala aktivitas yang
menyebabkan sia-sianya lima hal atau sebagiannya disebut mafsadah. Sementara
itu, semua yang menjadi perantara terpeliharanya lima hal di atas terangkum dalam
tiga rangkaian hierarki sesuai urgensinya, yaitu apa yang dirumuskan oleh ulama
usul sebagai dlarzariyat, hajiyat, dan tahsiniyat.%®

Kalau diperhatikan lebih jauh, menurut al-Biti kemaslahatan yang asasi
dengan memelihara atau menjaga lima perkara di atas merupakan jalan untuk
mencapai satu tujuan yang menyeluruh, yaitu penghambaan sesorang hamba
terhadap Tuhannya. Memelihara agama dengan akidah dan ibadah, jiwa dengan
sandang, pangan, dan papan, harta dengan melalui akad dan muamalat, nasab
melalui pernikahan, dan akal, semua itu digariskan untuk dapat dijadikan sebagai
upaya melindungi satu tujuan akhir dan puncak dari berbagai puncak, yaitu makrifat
Allah Swt. yang dapat mengantarkannya ke dalam surga-Nya, dan naungan ridla-

Nya. Inilah keterpautan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia.®®

8SAl-Biti, Dlawabit al-Maslahah, him. 119-120.
8 Al-Biitt, Dlawabit al-Maslahah, him. 121.
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2. Tidak Bertentangan dengan Al-Quran.

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dalam hal menetapkan
dalil hukum, al-Batt membaginya menjadi dua, yaitu dalil aqlz dan naglz. Jika
maslahah yang diperoleh dengan dalil agl7 ini bertentangan dengan shari’ah dan
Al-Quran, berarti dalil aqlz tersebut salah (baril). Sementara pada dalil naqgli, yaitu
apa yang ditetapkan dengan ketegasan Al-Quran, tentang kewajiban berpegang
teguh pada hukum-hukumnya, dan menyelenggarakan perintah serta menjauhi
larangannya, seperti pada QS Al-Maidah [5]: 49 yang berbunyi:

) G O3 e mrd G S 41 2k DA 5 2hal sAT & W5 i 5 Ly 2 280 o5

Artinya, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

Di sisi lain, al-Bitt melihat adanya pertentangan antara maslahah dengan Al-
Quran dalam dua kategori. Pertama, maslahah yang diragukan (mauhzmabh), yaitu
jika maslahah mauhumah bertentangan dengan nas yang qar 7, atau jelas (dahir).
Kedua, maslahah yang disandarkan kepada asal dengan cara mengumpulkan
keduanya (asl dan far’).%’

3. Tidak Bertentangan dengan Hadith

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan hadith. Hadith yang dimaksud

dalam pembahasan ini adalah hadith yang sanadnya telah dinyatakan bersambung

sampai kepada Rasulullah baik hadith mutawatir maupun ahad.%® Untuk kategori

57 Al-Biiti, Dlawabit al-Maslahah, him. 139.
8Al-Biti, Dlawabit al-Maslahah, him. 161.
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hadith yang diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak perlu dibahas lagi, karena
keberadaannya pasti (ga¢’7 al-thubit). Sementara terhadap hadith yang termasuk
kategori ahad, maka perlu diperhatikan berbagai hal untuk dapat digunakan sebagai
hujjah, antara lain, misalnya, hadith ahad yang mendapat legitimasi dari mayoritas
ulama—selain ulama shi’ah—adanya penjelasan dari dalil yang lebih kuat bahwa
sunnah ahad ini dapat digunakan, dan sebagainya.®®
4. Tidak Bertentangan dengan Qiyas

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan giyas. Qiyas yang dimaksud di
sini adalah giyas sahih, artinya giyas yang dihasilkan melalui proses yang melewati
sharat dan rukunnya. Seperti diketahui, bahwa rukun giyas yang dirumuskan oleh
para ulama ada empat, asl, far 'u, hukm al-asl, dan ‘illat al-hukm.

5. Tidak Mengabaikan Maslahah yang Lebih Urgen

Tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih penting (kuat) atau sama
pentingnya. Shariat Allah berada di atas dasar-dasar kemaslahatan hamba-Nya,
begitu juga pemeliharaan shariat terhadap kemaslahatan mereka, telah ditentukan
untuk mendahulukan kemaslahatan yang lebih urgen di antara yang lainnya. Dan
ini merupakan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh shari’. Standar
urgensi maslahah dapat diperhatikan dalam beberapa langkah, yaitu: (1) Dengan
cara memperhatikan nilai dzatnya dan urutan kebutuhannya; (2) dengan cara
memperhatikan ukuran ketercakupannya; (3) dengan cara dipandang dari sudut

kekuatan berhasil atau tidaknya jika maslahah-nya terjadi pada masa akan datang.

S Al-Biti, Dlawabit al-Maslahah, him. 162-3.
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Jadi, jika ada dua maslahah yang bertentangan dan harus dipilih salah satu, maka
harus diperhatikan beberapa standar di atas.

Jika diperhatikan lima batasan maslahah yang telah dipaparkan di atas, al-
BiitT sebenarnya memaparkan dua hal yang keluar dari kriteria maslahah, yaitu (1)
segala hal yang keluar dari substansi maslahah dengan tujuan penjagaan lima hal.
Contoh melepaskan ketentuan diri dari ketentuan ibadah, menginginkan
kenikmatan berzina, melampaui batas penjagaan diri tanpa ketentuan yang
dibenarkan shara’ dan lain-lain; (2) Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan
substansi maslahah tetapi menjadi berubah karena tujuan yang tidak baik berdasar
hadith: “innama al-a ‘malu bi al-niyyat.”

B. Metode Tahqiq al-Manar sebagai Alternatif

Para ahli fikih mengemukakan ada berapa hal yang menjadi sumber
perbedaan dalam masalah furz’ fikih. Shaikh Mustafa al-Khin, misalnya, menyebut
ada delapan faktor, mulai dari perbedaan gira ‘at, perbedaan riwayat nas, perbedaan
teori istinbat, sampai perbedaan kualitas pemahaman para ahli fikih.™

Namun secara garis besar, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Abdurrahman al-
Seggaf, faktor-faktor yang mendasari munculnya perbedaan di dalam fikih dapat
disederhanakan menjadi dua poin. Pertama, perbedaan yang bermuara pada
argumentasi hukum (al-adillah). Kedua, perbedaan yang bermuara pada tahqiq al-

mandt yang lebih didominasi perbedaan dalam mendeskripsikan fursz .’

Mustafa Sa’id al-Khin, Athar al-ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usulivyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha,
(Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1982), him. 76.

"Beliau adalah kepala bidang fikih dan usul fikih di Universitas Al-Ahgaff. Dikutip dari salah satu
pengantar kuliah beliau saat menyampaikan materi “al-gawa’id al-fighiyyah” untuk mahasiswa
tingkat 4.
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Sebagaimana diketahui, jumlah dalil sangatlah terbatas, sedangkan jumlah
realitas adalah tidak terbatas. Untuk menentukan berlaku atau tidaknya hukum yang
dikandung oleh dalil pada realitas, diperlukan tahqgiq al-mana:. Perubahan-
perubahan yang terjadi pada realitas harus selalu dikaji dan diamati, jika masih
layak untuk dihukumi seperti sedia kala maka dilanjutkan pemberlakuan hukum
yang sebelumnya. Namun jika telah terjadi perubahan yang signifikan dan
menuntut perubahan hukum, maka hukum harus diubah dan disesuaikan.

Penelitian terhadap alasan-alasan berlaku dan tidaknya hukum inilah yang
disebut tahqiq al-manat. Ketika muncul realitas baru, maka umat Islam dituntut
untuk mengkaji dan menghukuminya menurut keterangan dari dalil-dalil shara’.
Dengan demikian, tidak ada satu realitas pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali
bisa dihukumi dengan dalil-dalil yang jumlahnya terbatas tersebut. Al-Syatibi
berkata, “Tahqiq al-manat adalah satu-satunya cara untuk membuktikan keabadian
shariat hingga hari kiamat, hal tersebut hanya bisa dibuktikan dengan menerapkan
nas-nas dan aturan-aturan universalnya pada realitas atau partikularitas yang
senantiasa terjadi pada kehidupan sosial tiap masa dan lokasi yang memiliki situasi
dan kondisi yang memiliki dinamika yang tak terbatas.”’?

Dilihat dari asal usul katanya, fahgiq al-manat tersusun dari dua kata,
“tahqiq” dan “al-manat.” Untuk mengetahui arti dasar dari term tersebut, kita harus

melacak arti etimologis dua kata tersebut berdasarkan pendapat para pakar

linguistik, sebab arti lingusistik merupakan pengertian dasar yang memiliki

2Ibrahim ibn Miisd ibn Muhammad al-Shatibi, al-Muwafaqgat fi Usil Shari’ah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-lImiyah, tt), him. 362.
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hubungan erat dengan pengertian terminologis, terlebih lagi, pengertian etimologis
secara signifikan memberikan bekas pada istilah-istilah terminologis.

Menurut Ibn Mandir dan al-Fayyumi, “tahqiq” berasal dari kata “hagqga”
yang berarti benar dan pasti.”® Sedangkan bentuk transitifnya adalah “haggaga-
yuhaqgiqu” yang berarti memastikan, meyakinkan dan membuktikan.”"*
Sedangkan “al-manda¢” merupakan keterangan tempat dari kata “nasa-yaniisu” yang
berarti tempat menggantungkan sesuatu atau gantungan. Dengan demikian, arti
etimologis dari tahgiq al-manar adalah memastikan, membuktikan, dan
merealisasikan gantungan (hukum).

Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda-
beda terhadap tahgig al-manar. Al-Qarafi memandang bahwa tahgiq al-manat
adalah, “memastikan keberadaan kausa hukum (yang telah disepakati sebelumnya)
pada Kkasus-kasus baru.””® Dengan ungkapan yang agak berbeda, Ibn Jauzi
memandang bahwa secara kronologis tahqgiqg al-manat terjadi apabila shariat
menggariskan hukum bagi sebuah kasus disertai penjelasan tentang kausa illat-nya,
kemudian mujtahid berupaya memastikan keberadaan kausa yang sama pada kasus-
kasus baru supaya bisa disamakan hukumnya dengan kasus sebelumnya. Ibnu
Hammam al-Hanafi berkata, “tahqiq al-manat adalah sebuah analisa yang

dilakukan terhadap setiap kasus guna melacak ada atau tidaknya kausa hukum

(yang sebelumnya diperoleh dari nas atau ijma).”’® Fungsi dari analisa tersebut

8Jamaluddin Ibn Mandur, Lisdn Arab, Juz X (Beirut: Dar Sadir, 1414), him. 49.

" Ahmad ibn Faris ibn Zakaria al-Razi, Mu jam Lughah, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1969),
him. 19.

>Ahmad ibn Idris al-Malikt al-Qarafi, Sharh Tangih al-Fusul, (Shirkah al-Tiba’ah al-Fanniyah,
1973), him. 389.

STbn Najjar al-Hanbali, Sharh al-Kukab al-Mainir, (Maktabah al-Abikan, 1997), him. 200.
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adalah supaya kasus-kasus yang baru bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang
lama dikarenakan adanya persamaan kausa (illat).

Adapun al-Syatibi, beliau mendefinisikan tahgiq al-manat, ketika sebuah
hukum telah berhasil ditemukan melalui dalil-dalil skara’, namun masih
memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan objek hukum yang sesuai.”’’
Secara substansial, definisi yang diberikan oleh al-Syatibi adalah yang paling
komprehensif meskipun terkesan sangat sederhana. Sebab meskipun definisi
tersebut bersifat kontekstual, namun jangkauannya sangat luas, mencakup
penerapan segala jenis hukum Islam, baik yang bersifat legalistis (¢aklifi) maupun
yang bersifat kausalistis (wad 7).

Berdasarkan definisi yang diberikan al-Syatibi tersebut dapat dipahami
bahwa yang dimaksud dengan ijtihad dalam tahgiq al-manat adalah upaya melacak
berlaku atau tidaknya suatu hukum pada suatu objek atau layak tidaknya suatu
objek untuk dihukumi dengan sebuah hukum.

Tahgiq al-manat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam melahirkan
perbedaan (khilafiyyah) di antara para ahli fikih. Hal itu karena adanya objek-objek
yang masih samar statusnya, apakah masuk dalam kausa hukum atau tidak?
Berkaitan dengan objek kausa hukum, al-Ghazali membaginya menjadi tiga
kategori. Pertama, objek yang jelas masuk dalam kausa hukum, kedua, objek yang

jelas keluar dari kausa hukum, ketiga, objek yang masih samar, apakah masuk

dalam kausa hukum atau tidak?’® Artinya objek ini memiliki kriteria yang sangat

" Al-Shatibi, al-Muwafagat, him. 65.
8Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, 4sds al-Qiyas, (Riyadl: Maktabah al-Abikan,
1993), him. 41.

57



sulit untuk disinkronkan dengan kriteria yang diinginkan oleh suatu hukum atau
dalil, masih ada sisi-sisi gelap yang sulit ditelusuri di dalamnya sehingga ketika
seorang mujtahid hendak menghukumi perlu usaha keras dalam menilai objek
tersebut. Kategori objek yang terakhir ini sangat berpotensi memunculkan
khilafiyyah di antara para ahli fikih ketika merumuskan hukum. Hal ini sebenarnya
dipicu dari perbedaan mereka dalam mempersepsikan sebuah realita atau
problematika yang menjadi objeknya, karena kosentrasi kajian mereka di dalam
tahqiq al-manat adalah objek hukum.

Lebih lanjut Dr. Abdurrahman al-Kailani menegaskan secara spesifik,
perbedaan ahli fikih dalam menerapkan hukum bersumber dari dua hal. Pertama,
kesamaran yang timbul dari realita yang dihadapi, karena terjadinya kesamaran
dalam struktur, komponen, atau komposisi obyek hukumnya, terutama pada realita-
realita baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. maka untuk
mendeskripsikannya membutuhkan kajian yang menyeluruh pada setiap rincian
realitas, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, seperti transaksi yang
ada pada kartu ATM atau kartu kredit, termasuk akad apakah transaksi itu?"®

Kedua, objek hukumnya memiliki kriteria ganda atau lebih, artinya objek
tersebut condong kepada beberapa kausa hukum, sehingga membuat seorang
mujtahid kebingungan dalam menentukan hukum yang paling tepat dan paling
mendekati kepada beberapa kausa hukum yang ada.® Dari sini, maka akan muncul

persepsi yang berbeda dalam memandang objek hukum yang sedang dihadapi. Dari

SAbdurrahman al-Kailani, Athar al-Ihktilaf fi Tahgiq al-Manat, him. 9.
80Al-Kailani, Athar al-Ihktilaf, him. 9.
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dua faktor ini, akhirnya timbul perbedaan di antara ahli fikih, bahkan pengaruh
khilaf di atas hampir ada dalam semua pembahasan fikih.
C. Kaidah Ushuliyyah dan Kaidah Fighiyyah sebagai Pendekatan Hukum

1. Urgensi Qowaid Ushuliyyah dalam Penggalian Hukum

Hukum Islam adalah divine law (hukum Tuhan). la bukan hanya semata
abstraksi manusia atas realitas masyarakat untuk terjadinya keteraturan bagi
manusia itu sendiri, namun lebih sebagai sapaan (khizab) yang ditarik dari kehendak
Allah Swt. untuk manusia. Sapaan Allah tersebut terwujud dalam Al-Quran dan
diejawantahkan dalam hadith Nabi Muhammad Saw.

Al-Quran dan hadith merupakan sumber hukum Islam (masadir al-ahkam).
Perangkat untuk dapat menarik hukum dari sumber hukum tersebut disebut ijtihad.
Melalui ijtihad, kehendak Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan penjelasannya
oleh Rasulullah melalui hadithnya dianalisis untuk dapat mengetahui aturan tentang
suatu masalah hukum tertentu.

Menurut al-Biiti, banyaknya ijtihad kontemporer yang menyeleweng dari
jalan yang benar dikarenakan terlepasnya seorang peneliti (mubgzhith) dari teori
kaidah usil fikih dan kaidah-kaidah penafsiran teks. Jika seandainya para peneliti
tersebut mau berpegang dengan hal itu, pasti produk ijtihadnya akan diterima
dalam tataran akademis.®® Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa
sesungguhnya pendekatan kaidah ustal fikih dalam memahami masalah yang

berkaitan dengan perintah, baik sunnah maupun wajib, kadang-kadang dapat

81Muhammad Sa’id Ramadlan al-Biti, Qadlaya al-figh al-Mu asirah, (Damaskus: Dar al-Farabi,
2009), him. 269.
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ditinjau dari sejaun mana urgensinya dalam kehidupan. Hal ini merupakan
pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama usil fikih agar memudahkan umat
Islam menjalankan shariat agamanya.

Dalam pembahasan usil fikih ada sebuah kaidah terkenal yang berbunyi
(eed) pagady ¥ Ldlll asens 3 0ll) yang berarti, “hukum ditetapkan berdasarkan
keumuman ungkapan, bukan kekhususan penyebabnya.” Maksud dari kaidah ini
menyatakan bahwa nas-nas umum yang diturunkan karena sebab-sebab tertentu,
hukumnya berlaku secara umum. Menurut al-Sabt, ungkapan umum ayat yang
diturunkan karena sebab tertentu (khusus) dapat dikategorikan kepada tiga bentuk,
antara lain; pertama, garinah atau indikasinya menunjukkan makna umum, maka
ia berlaku umum secara keseluruhan; kedua, garinah-nya menunjukkan makna
khusus, maka ia berlaku khusus secara keseluruhan; dan ketiga, tidak ada garinah
yang menunjukan umum atau khusus, maka ia kembali kepada kaidah dasar, yaitu
hukum didasarkan kepada keumuman lafad, bukan kepada kekhususan sebab.®?

Sejalan dengan pendapat al-Sabt di atas, al-Sa’di menjelaskan bahwa asbab
al-nuzaul (sebab-sebab turunnya ayat) yang dikemukakan oleh para mufasir hanya
sebuah perumpamaan untuk menjelaskan lafad, bukan makna lafad dan terbatas
pada sebab tersebut. Bila dinyatakan bahwa ayat ini diturunkan karena ini dan itu,
maka maksudnya adalah hal tersebut termasuk ke dalam maksud ayat itu dan

merupakan sebagian maksud ayat.®®

82K halid Uthman al-Sabt, Qawa’id al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan, (Madinah: Dar ibn al-Affan,
1421), him. 593.

8Abdu al-Rahman ibn Nasir al-Sa’adi, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan,
(Damaskus: Muassisah al-Risalah, 2000), him. 64.
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Kaidah di atas selain disepakati oleh para ahli tafsir, juga disepakati oleh para
ahli usul. Dalam hal ini dikecualikan ulama-ulama dari kalangan madhhab
Syafi’iyah. Mereka justru sebaliknya, berpegang pada kaidah berikut (3_s=!) (= saia
Lilll & gany ¥ anll) yang artinya, “Suatu ungkapan dimaknai dengan kekhususan
sebab, bukan kepada keumuman lafad.”

Bagi Syafi’iyah, tidak boleh beramal dengan nas umum selama tidak
ditemukan nas khusus. Mereka menggunakan metodologi giyas dalam
pemberlakukan hukum karena sebab khusus (khusis al-sabab) kepada yang
lainnya. Sedangkan menurut ulama lain, pemberlakuan hukum pada kasus-kasus
yang disebutkan Al-Quran termasuk kepada hukum gqat’7, sedangkan
pemberlakuannya kepada yang lain termasuk kepada hukum danni. Di sinilah
diberlakukannya giyas.8*

2. Relevansi Qawaid Fighiyyah dalam Istinbar Hukum

Kaidah fikih sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri dalam tema
dan kajiannya. Sebagai derivasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah fikih
merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang
dapat digunakan oleh kalangan awam maupun ahli fikih dalam mencari solusi
permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam berbagai tema, baik
ibadah, muamalah, maupun isu-isu kontemporer.

Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah fikih ada
tiga. Pertama, kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah

keilmuan Islam karena kepakaran seorang fagih sangat terkait erat dengan

8Abdu al-Rahman ibn Nasir al-Sa’adi, Tafsir al-Karim, him. 8.
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penguasaan kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga,
menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk
mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.%

Secara leksikal, kaidah fikih berasal dari dua kata: yang berarti: dasar, asas,
pondasi, atau fundamen segala sesuatu,®® baik yang kongkrit, materi atau inderawi
seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan
inderawi seperti dasar-dasar agama.®” Sedangkan kata () berasal dari kata &
ditambah ya’ nisbah yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan,
sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih.

Secara terminologi, kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum
yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau
totalitasnya. Adapun secara umum, para ahli fikih terbagi kepada dua kelompok
pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kullz di satu sisi dan kata aghlabr atau
aktharz di sisi lain. Pertama, para ahli fikih yang berpendapat bahwa kaidah fikih
adalah bersifat kullr mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang
terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau
langka tidak mempunyai hukum. Kedua, para ahli fikih berpendapat bahwa
karakteristik kaidah fikih bersifat aghlabiyah atau akthariyah, karena realitasnya
kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian

cakupannya sehingga penyebutan kullz dari kaidah fikih kurang tepat.®

®Ahmad ibn Idris al-Maliki al-Qarafi, Anwar al-Buriiq fi Anwa al-Fur(q, Juz 3, (Bairiit: Dar al-
Ma’rifat, 1990), him. 3.

8Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Quran, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1997),
him. 409.

87 Al Ahmad al-Nadwi, al-Qawa 'id al-Fighiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), him. 5.

8Abdul Hag, dkk, Formalisasi Nalar Fikih, (Surabaya: Khalista, 2009), him. 8-11.
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Adapun urgensitas kaidah fikih terlihat dari paparan Abt Zahrah tentang
batasan ijtihad:
Ll 3 Ll s e il ASa Y Tl 3 L) sl Ale Ja g 262l i

Artinya, “Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam

mengeluarkan hukum shara’ maupun penerapannya.”®®

Abt Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang
terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya, dan kedua, ijtihad yang
berkaitan dengan penerapan hukum.

Ijtihad model pertama versi Abt Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan
khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang
yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Menurut jumhzr ulama, ijtihad
seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan Hanabilah
berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. ljtihad
model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model
ijtihad kedua. Mereka adalah mujtahid yang men-takhrij dan menerapkan illat-illat
hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama
terdahulu. Dengan metode tarbiq (aplikasi) ini, akan tampak hukum berbagai
masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad
mujtahid model kedua ini lazim disebut dengan tahqig al-manay (penetapan dan
penerapan illat).%

Dari beberapa pendapat ahli fikih di atas dapat disimpulkan bahwa:

8Muhammad Abii Zahrah, Usiil Figh, (Dar al-Fikr al-Arabi, tt), him. 379.
OAbii Zahrah, Usil Figh, him. 379.
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. Kaidah fikih adalah ranah ijtihad dalam menerapkan ‘il/lat hukum yang
digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil
ijtihad mujtahid mutlak®?;

. Kaidah fikih mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah
pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang
banyak tersusun menjadi satu kaidah;

. Pengkajian kaidah fikih dapat membantu memelihara dan mengikat
berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan, menjadi jalan
untuk menghadirkan berbagai hukum;

. Kaidah fikih dapat mengembangkan malakah dihniyah (daya rasa) fikih
seseorang, sehingga mampu men-takhrzj berbagai hukum fikih yang tak
terbatas sesuai dengan kaidah madhhab imamnya;

. Mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-
hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau

mempunyai kemaslahatan yang besar.

Mujtahid muthlag adalah tingkatan pertama (tertinggi). Mereka memenuhi persyaratan-
persyaratan ijtihad. Mereka mengeluarkan hukum-hukum dari al-Quran dan al-Sunnah, menjalani
seluruh jalan untuk mencari dalil tanpa mengikut orang lain, dan mereka menentukan manhaj (pola)
untuk diri mereka sendiri, dan menentukan cabang-cabangnya. Mereka adalah para fuqaha sahabat
semuanya, fuqahda tabi’in seperti Sa’ld bin al-Musayyib, dan Ibrahim al-Nakha’i; para fugaha
Mujtahidin seperti, Ja’far Sadiq dan ayahnya Muhammad al-Bagqir, Abii Hanifah, Malik, Syafi’1,
Ahmad, al-Auza’i, al-Laits bin Sa’id, Sufyan al-Tsauri, Abl Tsaur dan banyak lagi yang lainnya.
Walaupun pendapat-pendapat mereka tidak sampai kepada kita secara kumpulan yang dibukukan,
tetapi dalam pujian-pujian kitab berbagai fugaha terdapat pendapat-pendapat mereka yang dikutip
dengan riwayat yang tidak ada bukti kebohongannya dan bisa dipercaya kebenarannya. Lihat Aba
Zahrah, Usul Figh, him. 389-398.
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BAB V

PEMIKIRAN AL-BUTI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

A. Konsep Kesetaraan Gender al-Biitt
1. Perempuan dan Hak Hidup

Perempuan sepanjang zaman telah memperoleh perhatian dari para
cendekiawan dan para peneliti sesuai dengan kecenderungan dan bidang mereka
masing-masing. Hanya saja kajian dan penelitian tersebut menghasilkan
kesimpulan yang berbeda, sehingga berbeda pula dalam menjabarkan hak dan
kewajibannya. Sebagian kajian mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-
laki, akan tetapi kajian lainnya menjatuhkan perempuan dengan suatu kesimpulan
bahwa perempuan diciptakan untuk kemaslahatan laki-laki. Ketika sebagian
undang-undang memberikan hak kepada perempuan maka undang-undang lainnya
menghalangi hak perempuan, sehingga nasib perempuan seolah-olah tergadaikan
oleh kekuasaan laki-laki dan terabaikan dengan kehendak laki-laki.®

Dalam pandangan Al-Quran, laki-laki dan perempuan sama dalam esensi
kemanusiannya. Maka dilihat dari aspek ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan
perempuan. Kedua jenis manusia itu sama-sama mendapatkan kemuliaan yang
Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa ada pembedaan.®® Allah telah
memberikan kepada keduanya hak untuk hidup. Di mana hak hidup ini adalah hak

yang paling agung, sebab hak hidup ini adalah sumber bagi keseluruhan hak

92Said Agil Husin al-Munawar, al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Cet. 1V; Jakarta:
PT. Ciputat Press, 2009), him. 200.

®Mahmud Hamdi Zaqzuq, Haqaig Islamiyah fi Muwajahat Hamalat al-Tashkik, (Cet. V; Kairo:
Wizarat al-Augaf al-Majlis al-A’1a 1 al-Shu’tn al-Islamiyah, 2005), him. 92.
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lainnya. Kaitannya dengan masalah hak hidup ini, Allah berfirman dalam QS Al-
Maidah [5]: 32 yang berbunyi:
e G (08 Lal88 (a1 (3 00 1 (o iy Tk 8 05 A0 0 50 (o0 Sl B8 I 3 e

Artinya, “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel,
bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh seluruhnya.”

Menurut al-Buti, Allah mempergunakan kata “nafs” atau jiwa untuk
menghancurkan pemisah antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan demikian,
kesucian hak hidup merupakan hak bagi kedua jenis kelamin tadi. Eksistensi ini—
hak hidup bagi laki-laki dan perempuan—juga mendapat penegasan dari Rasulullah
Saw. saat terjadi perang Hunain. Saat itu, beliau melihat seorang perempuan
mushrik mati terbunuh.®* Di di sekelilingnya banyak orang tengah berkumpul
mengerumuni. Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda:
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Artinya, “Perempuan ini tidak berperang pada pihak yang berperang. Untuk
membela manakah dia terbunuh? Salah seorang dari mereka berkata, “Temuilah
Khalid ibn Walid,” lalu katakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. berpesan,
“Jangan sekali-kali membunuh keturunan dan tawanan.”

Hadith di atas mengafirmasi bahwa “atribut shirik” tidak menggugurkan
kesucian hak hidupnya. Apalagi sifat keperempuanan. Dengan melihat adanya

persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak hidup ini,

Y“Al-Biti, al-Mar’ah, him. 42.
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maka hukuman gisas berlaku sama atas laki-laki dan perempuan. Dalam QS Al-

Maidah [5]: 45 Allah Swt. berfirman:
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Artinya, “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang
siapa yang melepaskan (hak gisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)
penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang lalim.”

Kaitannya dengan penafsiran ayat ini, Ibn Kathir di dalam tafsirnya

mengatakan: “seluruh ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki dikenakan
hukum qisas karena membunuh seorang perempuan. Hal ini berdasarkan
keumuman ayat tersebut.®® Begitu juga dalam hadith Nabi yang diriwayatkan oleh
Nasa’1 dan yang lain bahwa Rasulullah Saw. menulis surat yang ditujukan kepada
Amru ibn Hazm yang berbunyi:

el it Jall o

Artinya, “Seorang lelaki dihukum qisas karena membunuh seorang
perempuan.”

Dalam hadith lain juga dikatakan,

agilen S () galisall
Artinya, “Darah orang Islam itu sekufu atau sederajat.”
Sebagian kalangan ada yang mempermasalahkan terkait hukuman mati

(gisas) yang beralih menjadi membayar denda (diyat), sebab keluarga korban

S Al-Biti, al-Mar’ah, him. 43.
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memberikan maaf atau pembunuhan tadi tanpa unsur kesengajaan (ghoiru amd),
kenapa dendannya tidak disamakan antara laki-laki dan perempuan? Justru untuk
perempuan hanya setengah laki-laki.

Menurut analisis al-Biti, kewajiban membayar denda pada permasalahan ini
bukan dinilai dari hak hidup seorang manusia, akan tetapi sekadar kompensasi hak
yang dimaksudkan sebagai pengganti kerugian materi yang menimpa keluarga
terbunuh. Dengan demikian, kompensasi materi harus seimbang dengan kadar
kerugian yang diderita pihak keluarga terbunuh. Dari sisi ini, kerugian akibat
kematian seorang ayah yang menjadi sumber nafkah anak-anak lebih besar daripada
kerugian akibat kematian seorang ibu. Demikian juga perbedaan antara yang
terbunuh adalah suami dengan seorang istri karena kesalahan pembunuhan.
singkatnya, kerugian materi akibat terbunuhnya seorang suami lebih besar daripada
kerugian materi akibat terbunuhnya seorang istri.%

Dalam kondisi-kondisi semacam ini, nilai kemanusiaan hanya satu. Jika
tindakan pidana—yakni membunuh—itu disengaja, maka hukumannya adalah
qisas tanpa perbedaan antara lelaki dan perempuan. Tetapi, jika ahli waris terbunuh
memaafkan terdakwa, atau pembunuhan itu tidak sengaja dan hanya kekeliruan
saja, maka hukumannya menjadi agak ringan. Sebagai ganti kerugian materi,
dikenakan diyat. Diyat ini sebagai kompensasi kerugian materi yang diderita pihak
terbunuh akibat kehilangan pilar utama keluarga, yang menjamin kehidupan

keluarganya. Diyat ini bisa berbeda-beda sebagaimana telah dijelaskan.

BAl-Biiti, al-Mar’ah, him. 44.
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Di antara argumentasi lain yang menjelaskan makna ini adalah pandangan
Ustad Mustafa al-Siba’1 dalam bukunya al-Mar’ah: baina al-Figh wa al-Qanin
sebagai berikut.

“Undang-undang modern kita telah menetapkan kadar diyat menjadi dua
jenis. Ada kadar minimal dan maksimal. Undang-undang ini memberikan ruang
gerak kepada para hakim untuk menentukan kadar diyat tersebut, sesuai dengan
realitas, sehingga tidak akan melebihi kadar maksimal dan tidak pula kurang di
bawah kadar minimal. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada
hakim dalam menentukan kadar bahaya atau kerugian yang menimpa keluarga
korban. Kadar diyat ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain.
Bagaimana tidak berbeda antara orang yang bekerja dan membiayai seluruh
kehidupan keluarga dengan orang yang tidak bekerja dan tidak menanggung beban
9997

kehidupan keluarga. Bahkan ia sendiri termasuk tanggungan korban.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kesetaraan hak antara lelaki dan

perempuan ini bersumber dari mata air yang sama, yakni realitas kemanusiaannya.
Inilah yang menjadi sumber dari keseluruhan hak antara lelaki dan perempuan
sebagaimana telah dijelaskan di muka.®®
2. Perempuan dan Hak Milik

Sebagaimana diketahui, bahwa bangsa-bangsa terdahulu tidak mengakui hak
kepemilikan bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, mereka—kaum perempuan—
tidak pernah menikmati hak-hak sipil mereka atau hak kepemilikan apa pun.
Bangsa-bangsa terdahulu menganggap bahwa kaum lelaki adalah raja atau tuan

bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, kaum lelaki berhak memperlakukan kaum

9Mustafa al-Siba’1, al-Mar’ah baina al-Figh wa al-Qaniin, (Beirat: Dar al-Waraq, 1999), him. 39.
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perempuan sesuka hatinya. Pada akhirnya, kaum perempuan dianggap sebagai
budak belaka, dan segala kekayaan yang dimilikinya menjadi milik kaum lelaki.

India Brahmana, Cina, Jerman, dan Barbar Eropa tidak memberikan hak
kepemilikan kepada kaum perempuan, dan tidak memberikan hak warisan. Yunani
juga tidak mengakui hak kepemilikan kaum perempuan, dan tidak memberikan hak
warisan, kecuali tidak ada ahli waris lelaki. Bahkan, pandangan naif terhadap
perempuan ini tetap dipertahankan oleh banyak peradaban modern sampai saat
ini.%

Islam adalah agama universal. la merupakan penerus dan penyempurna
risalah langit terdahulu. Islam datang untuk memperkuat independensi kaum
perempuan dari kaum lelaki dalam berbagai hak kepemilikan atau hak sipilnya.
Islam juga menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kemerdekaan penuh
terhadap kekayaannya, sehingga dia bebas mempergunakannya tanpa halangan apa
pun, selama tidak terikat oleh perjanjian atau ikatan apa pun—seperti wasiat dan
sejenisnya. Bahkan Islam juga menegaskan bahwa kaum perempuan berhak
menikmati hak-hak sebagaimana kaum lelaki. Seperti hak untuk sewa-menyewa,
tanggungan, dan sejenisnya.

Tuhan juga menshariatkan mahar atau mas kawin kepada kaum lelaki ketika
hendak menikahi seorang perempuan. Mahar ini memiliki beberapa fungsi.
Pertama, sebagai pemberian bagi kaum perempuan. Kedua, realisasi dari fitrah
kemanusiaan—khususnya perempuan—untuk memiliki sesuatu. Ketiga, sebagai

kompensasi kesempatan bekerja yang tidak dimilikinya lagi, yang bagi kaum

BAl-Biti, al-Mar’ah, him. 49.
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lelaki—Kkhususnya suami—kesempatan untuk bekerja lebih banyak daripada kaum

perempuan. Padahal, bekerja merupakan sumber kepemilikan. Allah Swt. dalam
QS An-Nisa [4]: 4 berfirman:

AISs FetBhia 210 ) 4T

Artinya, “Berikanlah mahar (mas kawin) kepada kaum perempuan (yang

kalian nikahi) sebagai pemberian dengan sukarela.”

Allah juga melarang ayah, paman, kakek, saudara, atau lainnya
mempergunakan mahar itu untuk kepentingannya, kecuali atas izin perempuan
tadi.’®

Konsekuensi paling spesifik dan paling penting dari adanya kepemilikan
adalah adanya hak mempergunakan kepemilikannya, selama tidak ada sebab yang
menghalanginya mempergunakan hak tersebut. Jika ada sebab-sebab yang
menghalangi mempergunakan hak kepemilikan, maka laki-laki dan perempuan
sama-sama tidak boleh mempergunakan hak milik mereka. Bab muamalah dalam
buku-buku figih telah membahas masalah hak milik dan penggunaan oleh
pemiliknya secara luas, baik lelaki maupun perempuan.

Allah menegaskan bahwa perempuan memiliki hak independen dalam hak-
hak sipil atau hak-hak kepemilikan, sebagaimana kaum lelaki. Oleh sebab itu, kaum
perempuan juga memiliki hak independen untuk mempergunakan dan menikmati
hak miliknya. Di antara independensi perempuan dalam hak-hak sipil adalah
kemerdekaan kaum perempuan dalam pernikahan. Wali seorang perempuan tidak

memiliki hak menentukan pernikahan anaknya, selain menyerahkan pilihan

100A|-Bati, al-Mar’ah, him. 51.
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tersebut kepada anaknya. Hal itu berjalan selama pilihannya tidak membahayakan.
Dengan kata lain, pilihan dalam pemikahan itu diserahkan kepada anak atau
perempuan itu jika dia sudah baligh dan berakal. Indikasinya adalah adanya kafa 'ah
atau keseimbangan atau kesetaraan antara dia dengan calonnya.

Pandangan ini dianut oleh madhhab Maliki, Hanafi, Hadawi, dan jumhar
ulama fikih dari kalangan sahabat dan tabi’in. Argumentasi yang mereka pakai
adalah QS Al-Bagarah [2]: 231 yang berbunyi:
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Artinya, “Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu habis masa idahnya,
maka janganlah kalian menghalangi mereka menikah kembali dengan calon
suaminya. Mereka telah saling merelakan dengan cara yang baik.”

Sedangkan argumentasi dari hadith sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Ahmad, Abt Daud, dan Ibnu Majah dari hadith Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin
Abbas berkata, “seorang budak perawan datang kepada Nabi Muhammad dan
mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seseorang, padahal dia
tidak menyukainya. Maka Rasulullah  memberikan kemerdekaan—berupa
pilihan—kepada budak itu.%

Jika memperhatikan dan mencermati undang-undang atau hukum positif, baik
yang kuno maupun modern, maka tidak ada hak yang telah diberikan Al-Quran
kepada kaum perempuan dalam undang-undang positif tersebut. Dengan kata lain,
undang-undang positif itu telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum
perempuan. Ini terlihat jelas dari masalah pemberian hak kepemilikan atau hak sipil

terhadap kaum lelaki dan perempuan. Hukum positif tersebut tidak mengakui

01A|-Batt, al-Mar’ah, him. 52-3.
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adanya hak kepemilikan bagi kaum perempuan. Andai ada pengakuan, itu hanya
sekadar retorika dan slogan kosong. Karena hak kepemilikan perempuan tidak
diakui, atau diakui namun sekadar retorika dan slogan semata, maka kaum
perempuan otomatis tidak memiliki hak-hak sipil lainnya.%?

Dengan demikian, aplikasi hak kepemilikan atau hak sipil yang telah
dianugerahkan shariat Islam kepada kaum perempuan—sebagaimana telah
dikemukakan—bukan merupakan produk pembaharuan atau modifikasi terhadap
shariat Islam, sebagaimana ungkapan orang-orang yang berpandangan distortif
terhadap Islam. Akan tetapi, hal ini adalah bentuk implementasi dari hakikat shariat
Islam yang diturunkan oleh Allah Swit.

3. Perempuan dan Kebebasan

Banyak peneliti yang menulis atau berbicara masalah hak-hak manusia,
membagi hak dalam kebebasan menjadi beberapa cabang, misalnya, kebebasan
politik, kebebasan melakukan tindakan ekonomi, kebebasan sosial-
kemasyarakatan, atau bahkan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Dalam hal ini, menurut al-Buti, jika mau memahami hakikat dari kebebasan
tersebut, dan faham kaitannya dengan manusia, maka akan tampak jelas bahwa
Allah Swt. memberikan kebebasan yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.
Dengan demikian, tidak perlu membagi kebebasan dalam urusan politik, ekonomi

dan kemasyarakan.%®

102A|-Bati, al-Mar’ah, him. 55.
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Pada dasarnya, jika dilihat dari segi hubungan antara manusia dengan
tuhannya, maka sejatinya manusia tidak mempunyai kebebasan yang mutlak. Hal
itu karena manusia merupakan hamba Allah Swt. Sedangkan hamba sendiri tidak
bisa bebas di depan tuannya. Inilah sebenarnya makna dari insan yang mukallaf,
yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan Allah Swt. kepadanya.

a. Kebebasan Bekerja

Segala bentuk profesi yang diperkenankan oleh Islam untuk laki-laki,
sebenarnya juga diperkenankan untuk kaum perempuan. Meski demikian, mereka
tetap harus menjaga etika yang diajarkan dalam Islam, seperti larangan berduaan
dengan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana hal serupa juga dilarang bagi
kaum laki-laki. Artinya, baik laki-laki ataupun perempuan bisa bekerja sesuai
profesinya dengan catatan pekerjaan tersebut tidak menjadikan mereka terjerumus
dalam lubang kehinaan, berupa khalwat ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan
fitnah. Apabila hal-hal yang dilarang ini tidak ada, maka perempuan boleh bekerja
dalam berbagai bidang, seperti pabrik, tani, dagang dan selainnya.'*

Akan tetapi, jika terdapat benturan antara tuntutan keluarga dan masyarakat,
maka—sebagaimana solusi alternatif al-Buti—tidak ada jalan keluar kecuali
mengedepankan prinsip prioritas utama (sullam al-alawiyyat), yaitu mendahulukan
yang lebih penting dari pada yang penting. Dengan kata lain, mana kemaslahatan
yang sifatnya primer, sekunder, tersiar dari kemaslatahan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, misalnya, seorang perempuan yang sudah bersuami memiliki

anak yang masih kecil, di satu sisi. Kemudian karena ia mempunyai kemahiran

104A1-Bati, al-Mar’ah, him. 64-5.
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dalam bidang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, ia juga dituntut untuk
mengabdi kepada masyarakat, di sisi yang lain. Akan tetapi, apabila semua ini
dikerjakan jelas ia tidak akan mampu. Lalu bagaimana solusinya?

Di sini pentingnya fikih prioritas, sebagai jalan keluar dalam menyikapi
problem-problem kontemporer. Menurut fikih prioritas, sebagaimana dikatakan
oleh pakar sosiolog, penunaian tugas oleh seorang istri kepada suami dan mendidik
anak agar menjadi anak yang sholeh merupakan tingkatan kemaslahatan yang
paling tinggi dalam konteks kemaslahatan masyarakat. Dikatakan demikian, karena
lingkungan keluarga yang baik merupakan modal utama bagi kemaslahatan
masyarakat. Sebaliknya, jika lingkungan keluarga rusak, maka seluruh sektor
pendidikan, kebudayaan bahkan ekonomi juga akan hancur. Bagaimanapun
keluarga mempunyai peranan yang sangat urgen bagi maju dan mundurnya suatu
masyarakat. Dengan pertimbangan semacam ini, maka yang harus didahulukan
adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga, meski hal itu akan
mengorbankan kepentingan lain.%

Adapun hikmah diterapkannya skala prioritas ini, bahwa seorang istri dalam
kondisi bagaimanapun bertanggung jawab mengurus dan memelihara keluarga dari
berbagai faktor yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga. Meski sebenarnya
hal itu merupakan tugas bersama, akan tetapi ada tugas-tugas substantif yang hanya

dapat ditunaikan oleh istri.

105A1-Bati, al-Mar’ah, him. 66.
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b. Kebebasan Berpolitik

1) Perempuan menjadi Presiden

Kepala negara atau presiden merupakan jabatan tertinggi dalam suatu negara.
Oleh sebab itu, banyak orang ingin mendapatkan jabatan tersebut. Dengan jabatan
ini, suatu negara akan maju apabila pemimpinnya adalah orang yang benar-benar
ahli dalam masalah pemerintahan. Akan tetapi, jabatan tersebut bisa mendatangkan
mudarat apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak mumpuni di bidangnya.

Dalam literatur fikih klasik, sharat untuk menjadi kepala negara harus seorang
laki-laki. Para ulama fikih telah sepakat dengan syarat ini dan tidak ada perbedaan
pendapat tentang masalah ini. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada sebagian perempuan
yang menjadi kepala negara, seperti Benazir Bhutto di Pakistan, Tansu Ciller di
Turki dan Khaleda Zia di Bangladesh. Dari sini akhirnya menimbulkan pro dan
kontra di antara pemikir Islam kontemporer dalam menyikapi masalah itu.%®

Dalam menyikapi masalah ini, setidaknya ada dua pandangan fikih yang
mengemuka, yaitu antara yang melarang dan membolehkan. Baik kelompok yang
melarang maupun yang membolehkan semuanya mempunyai landasan argumentasi
masing-masing. Adanya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh berbedanya
pendekatan dalam interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran dan hadith Rasulullah
Saw., serta penilaian terhadap eksistensi ijma ulama sebagai sumber hukum. Pada
akhirnya akan menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu, dapat

dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam ranah

1%Hafid Muhammad Anwar, Wildayah al-Mar’ah fi Figh al-Islami, (Riyadl: Dar Balansiyah, 1420),
him. 82.
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ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa. Logis kiranya kalau para ahli ilmu
berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Para pemikir kontemporer yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh
menjadi presiden antara lain al-Bassam, Yusaf al-Qardlawi, Mustafa al-Siba’1,
Hakim bin Amir Abdat dan al-Buti.

Kelompok yang melarang perempuan menjadi presiden menandaskan
argumentasinya dari Al-Quran, hadith dan ijma. Dalil Al-Quran yang dijadikan
untuk menjustifikasi larangan presiden perempuan antara lain QS An-Nisa [4]: 34
yang berbunyi:
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Artinya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian
dari harta mereka.”

Pengertian dari al-gowamah dalam ayat di atas, sebagaimana pendapat para
ulama ahli tafsir seperti Ibn Jarir al-Tabari, al-Razi, al-Qurtubi, lbn Katsir dan al-
Shaukani yang menyatakan bahwa al-gowamah bermakna pemimpin. Maksudnya,
laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, baik dalam urusan domestik maupun
urusan publik.2%”

Sedangkan dalil pendukung dari hadith adalah sabda Rasulullah Saw. berikut:

1 5%0 b el 1315 258 A0 &)

Artinya, “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya

kepada perempuan.”

97Hafid Muhammad Anwar, Wilayah al-Mar’ah, him. 85.
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Hadith ini menjadi dalil yang sangat jelas atas tidak diperbolehkannya
perempuan menduduki jabatan kepala negara. Hal ini lantaran Rasulullah Saw.
memberikan kabar bahwa kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan
tidak akan beruntung. Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak adanya
keberuntungan ini adalah sebuah mudarat. Di mana mudarat tersebut harus
dihindari. Oleh karena itu, kewajiban menghindari pemimpin perempuan sama
halnya dengan kewajiban menghindari mudarat. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih
yang menyatakan, “segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa
sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan.”

Kemudian hadith di atas juga masuk kategori umum yang mencakup semua
kaum, semua perempuan, di setiap waktu dan negara. Lebih dari pada itu, yang
menjadi illat (ratio legis) larangan tersebut adalah ‘kepemimpinan perempuan
terhadap umat.” Dikatakan demikian, karena Nabi menggantungkan tidak adanya
keberuntungan itu dengan posisi perempuan yang menjadi pemimpin sebuah kaum,
dalam redaksi hadith tidak ada sifat lain kecuali dua hal tersebut.%

Selain dalil Al-Quran dan hadith, kelompok yang melarang perempuan
menjadi presiden juga berargumen dengan dalil ijma. Para ulama fikih mulai dari
zaman dahulu bersepakat bahwasannya tidak diperkenankan bagi perempuan untuk
menjadi presiden atau kepala negara. Imam Haramain menyatakan, “para ulama

sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.” Begitu juga Imam al-

1%8Hafid Muhammad Anwar, Wilayah al-Mar’ah, him. 101.
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Qurtubl menyatakan hal yang senada bahwa telah terjadi ijma di antara para ulama
tentang larangan pemimpin perempuan.®
Sementara itu, kelompok kedua yang memperbolehkan perempuan menjadi
presiden di antaranya adalah Hibbah Rauf ‘Izzat. Sebagaimana kelompok pertama,
kelompok kedua pun juga mendasarkan pemikirannya dari Al-Quran dan hadith.
Dalil Al-Quran yang dijadikan pijakan kelompok kedua ini adalah QS An-Naml
[27]: 23 yang berbunyi:
abe (208 Lel5 a0 08 ooe i 5 &L R0 Ess )
Artinya, “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah
mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang

besar.”

Ayat ini menggugat pemikiran yang mendasarkan pada tidak adanya preseden
historis kepemimpinan perempuan. Sedangkan surat An-Nisaa [4]: 34 yang
dijadikan dalil paling kuat oleh para ahli fikih ditafsirkan secara lain. Ayat ini
menurut mereka memiliki konteks domestik (rumah tangga). Oleh karenanya, tidak
boleh digebyah-uyah menjadi kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan
termasuk kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik memiliki kualifikasi
tertentu, dan pada kenyataannya sebagian perempuan, sebagaimana laki-laki,
memiliki kualifikasi tersebut baik kapasitas keilmuan, leadership, maupun kekuatan

(pengaruh/kekuasaan).**?

19Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ It Ahkam al-Quran, Juz I (Kairo: Dar al-Kutub al-
Misriyyah, 1964), him. 270.

10Tamyiz, “Presiden Perempuan: Menimbang Perspektif Ulama dan Feminis Muslim
Kontemporer,” Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, him. 68.
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Selanjutnya, menurut kelompok kedua yang memperbolehkan perempuan
menjadi presiden menyatakan bahwa hadith yang menyebutkan resiko suatu
pemerintahan dipegang oleh perempuan dipahami secara kontekstual. Asbab al-
wurizd hadith itu adalah kisah raja Persia, Kisra, yang digantikan oleh anak
perempuannya yang bemama Buran. Buran secara obyektif belum memiliki
pengalaman politik (urusan pemerintahan) dan leadership yang memadahi.
“Analisis” Nabi Muhammad Saw. ini di kemudian hari terbukti, Persia di bawah
kepemimpinan Buran runtuh. Di samping itu, hadith ini secara teoritis merupakan
hadits berita, yang tidak dituntut pelaksanaannya. Rawi hadith tersebut (Aba
Bakrah) jika diuji dengan ta’dilul naff imam Malik, tidak dapat diterima
sebagaimana penelitian Fatima Mernissi. Walaupun terdapat kaidah usul yang
menyatakan al-ibrah bz umami al-lafdi 1a br khusis al-sabab, terdapat garinah
(indikasi) yang mengharuskan hadith itu dimaknai dengan mempertimbangkan
konteks sosio-historis seperti kisah Ratu Balgis pada kerajaan Saba yang direkam
Al-Quran.tt

Fakta historis bahwa sejarah Islam telah mencatat kepemimpinan Aishah r.a.
dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan
kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aishah tampil di dunia
politik praktis, Al-Quran telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu
Balgis, seorang penguasa negeri Saba (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup

sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang

HTamyiz, Presiden Perempuan, him. 68.
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penguasa Yyang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam
kepemimpinannya.*2

Argumentasi kelompok yang kedua ini jika dikaji secara epistemologis,
terdapat beberapa kelemahan. Pertama, QS An-Naml [27]: 23 tidak dapat dijadikan
argumen untuk melegitimasi keabsahan presiden perempuan. Hal itu, karena
penduduk Saba—baik ratu maupun rakyatnya—menyembah kepada matahari.
Dengan demikian, maka tidak diperkenankan dalam tradisi Islam berargumentasi
dengan amalan orang non Muslim. Seandainya disepakati bahwa kerajaan Saba
pasca Ratu Balgis masuk Islam masih tetap ada dan diakui oleh Nabi Sulaiman,
akan tetapi sebagaimana dalam kajian usul fikih, shariat para Nabi sebelum
Rasulullah Saw. bukan bagian dari shariat Kita, apabila melanggar aturan ajaran
Islam. 113

Kedua, kelompok kedua menyatakan bahwa QS An-Nisa [4]: 34 ini tidak
pantas dijadikan sebagai dalil larangan presiden perempuan. Alasannya karena ayat
itu hanya menjelaskan kepemimpinan laki-laki dalam urusan rumah tangga dan
tidak mencakup urusan publik. Selain itu, QS An-Nisa [4]: 34 turun untuk merespon
suatu kejadian tertentu. Akan tetapi kritikan ini tertolak dengan adanya pendapat
mayoritas pakar tafsir yang menyatakan bahwa konsep al-gowamah mencakup
kepemimpinan domestik dan publik. Selanjutnya, dalam kaidah usul fikih

dikatakan, “sebuah hukum ditetapkan berdasarkan keumuman ungkapan, bukan

kekhususan penyebabnya.” Dengan demikian, meski ayat itu turun untuk merespon

"2Hafid Muhammad Anwar, Wildayah al-Mar’ah, him. 143-6.
13Jaudat Abd Taha al-Madlum, (Haq al-Mar’ah fi al-Wilayah al-Ammah fi Dlau’i al-Shari’ah al-
Islamiyyah, Thesis MA, Gaza: Jamea al-Islamea Gaza, 2006), him. 36.
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kejadian tertentu, akan tetapi yang dijadikan sandaran hukum adalah keumuman
ungkapan, bukan kekhususan sebab.!**

Ketiga, meski dalam hadith tersebut masuk dalam kategori hadith berita, akan
tetapi secara makna mengandung arti ‘larangan.” Kemudian terkait dengan
keabsahan hadith Abu Bakrah, bahwa hadith ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari.
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bila suatu hadith telah disebutkan dalam
Sahth Bukhart atau Sahth Muslim maka tidak perlu melakukan uji kesahihan hadith
tersebut. Demikian itu karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan sebuah hadith
kecuali yang sahih, dan kitab Sahih Bukhari atau Sahth Muslim adalah kitab yang
paling sahih setelah Al-Quran dan hadith.*®

Keempat, adapun keluarnya Aishah ke medan perang tidak semata-mata
karena ingin meraih kekuasaan, atau berurusan dengan masalah kepemimpinan
kaum Muslim, dan tidak pula dalam kapasitas sebagai panglima perang. Akan
tetapi, keluarnya Aishah itu hanya untuk mendamaikan kubu yang bertikai, meski
hal tersebut tidak tergapai karena disebabkan adanya tukang fitnah dari penduduk
Irag dan lainnya. Oleh karena itu, Aishah ketika teringat dengan insiden itu selalu
menangis sampai khimar (kerudung) yang beliau pakai basah terkena air matanya.
Ringkasnya, keluarnya Aishah tidak ada sangkut pautnya dengan masalah
kepemimpinan perempuan.

Dalam menyikapi pro-kontra keabsahan presiden perempuan ini, al-Buti

tampak mengamini pendapat para ulama yang melarang perempuan menduduki

14Jaudat Abd Taha al-Madlum, Haq al-Mar’ah, him. 36.

115Hafid Muhammad Anwar, Wilayah al-Mar’ah, him. 104.

1181pn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahth Bukhari, Juz 13 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379),
him. 60.
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jabatan kepala negara. Selain menyandarkan argumentasinya pada hadith yang
diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Turmudhi dan al-Nasa’i, al-Bati juga
memberikan hikmah di balik larangan perempuan menjadi kepala negara. Hikmah
itu antara lain bahwa amanat yang diemban oleh presiden sangat berat, termasuk
yang berhubungan dengan stabilitas keamanan negara seperti mengumumkan
perang terhadap kelompok-kelompok yang wajib diperangi dan sekaligus
memimpin peperangan tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa perempuan tidak
wajib berjihad di medan tempur kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Selain
memimpin peperangan, tugas presiden adalah mengumumkan tawanan dan
membuat perjanjian damai, yang keduanya menjadi cabang dari jihad.**

Menurut hemat penulis, dalam dinamika perpolitikan seperti di Indonesia
sekarang ini, kiranya perlu mengambil pendapat yang relevan terkait dengan
masalah presiden perempuan. Dalam hal ini, penulis ingin mengetengahkan
pendapat Shaikh Muhammad al-Ghazali sebagai solusi dari dua kubu yang
berseberangan sebagaimana telah diulas di atas. Dalam menyikapi masalah ini,
meskipun Shaikh Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa hadith Abti Bakrah—
yang menjadi sumber perbedaan ulama dalam pengambilan hukum-—sahih matan
dan sanadnya, akan tetapi beliau mempunyai interpretasi yang berbeda dengan
kalangan mainstream ulama ketika mengomentari hadith tersebut.

Menurutnya, saat itu Persia menganut aliran paganisme, keluarga kerajaan
tidak mengenal prinsip mushawarah (shira), tidak menghormati pendapat liyan,

dan hubungan antar keluarga kerajaan sangat jelek. Sampai dikatakan, terkadang

W7 Al-Bati, al-Mar’ah, him. 69-70.
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anak membunuh ayah atau saudaranya sendiri demi mendapatkan kekuasaan yang
diinginkannya. Begitu juga dengan keadaan rakyatnya. Dengan kondisi yang
semacam ini dan pasca meninggalnya raja Persia yang dibunuh oleh teroris, tentara
ingin mengambil alih kekuasaan dengan tujuan mengendalikan stabilitas keamanan
negara, akan tetapi kalangan politisi dari aliran Paganisme malah memberikan
kekuasaan kepada Buran (puteri sang raja) yang tidak mengetahui strategi
memimpin sebuah negara. Maka, hal ini secara tidak langsung memberikan sinyal
kehancuran negara tersebut.

Masih menurut Muhammad al-Ghazali, atas kondisi negara Persia yang
seperti itu Rasulullah Saw. memberikan komentarnya melalui hadith yang
diriwayatkan oleh Abt Bakrah. Selain itu, menurut Muhammad al-Ghazali,
seandainya Persia saat itu menerapkan konsep shura dalam pemerintahannya, dan
perempuan yang memerintah itu seperti Golda Meir seorang perdana Menteri Israel,
dan stabilitas militer aman terkendali, pastinya Rasulullah Saw. mempunyai
komentar lain terhadap negara Persia.!*®

2) Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu

Hak memilih dan dipilih dalam politik adalah hak dasar manusia, baik laki-
laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, hak dasar ini diperoleh kaum
perempuan melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Sebagai contoh di
Indonesia, perjuangan untuk hak pilih perempuan juga sangat panjang. Semenjak

zaman Kkolonial. Di tahun 1918, pemerintah kolonial membentuk lembaga

118Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl Figh wa Ahl al-Hadith, (Kairo: Dar
al-Kitab al-Misriyyah, 2011), him. 48-49.
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perwakilan bernama Volksraad (Dewan Rakyat). Namun, pada saat itu, kaum
perempuan tidak punya hak memilih dan dipilih. Menurut | Gusti Agung Ayu Ratih,
sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISST), “hanya laki-laki yang punya
hak pilih dan dipilih (terbatas). Perempuan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda
baru mendapat hak pilih pada 1930-an.”

Memang, di Belanda sendiri, hingga tahun 1919, kaum perempuan belum
punya hak pilih. Karena itu, pada tahun 1908, gerakan hak pilih perempuan di
Belanda, yang tergabung dalam Asosiasi Hak Pilih Perempuan Belanda
(Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht/VVV), membentuk cabangnya di Hindia-
Belanda. Itupun, seperti diungkapkan Susan Blackburn, kendati VVVV mendukung
hak pilih bagi perempuan pribumi, itu hanya berlaku bagi perempuan pribumi yang
terdidik, yakni minoritas kecil perempuan pribumi yang mendapat pendidikan
Barat.

Istilah pemilihan umum (pemilu) meski baru dikenal akhir-akhir ini, akan
tetapi secara subtansi, ia telah ada dan absah mulai dari era kenabian dahulu,
meskipun mekenismenya berbeda antara dahulu dan sekarang.

Pemilu atau dalam literatur fikih klasik sering disebut dengan bai’at masuk
dalam aktivitas politik bukan kewajiban agama. Hal itu karena orang-orang yang
masuk Islam saat penaklukan Kota Makkah sudah bisa dikatan Muslim hanya
dengan ikrar kepasrahan dan ketundukan terdadap rukun Islam. Sedangkan
berbaiatnya mereka kepada Rasulullah tidak menjadi sharat keabsahan Islam

mereka.1®

OAI-Bati, al-Mar’ah, him. 72.
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Lalu apa urgensi baiat itu sendiri pada saat itu? Adanya pembaiatan ini
berfungsi untuk memperlihatkan loyalitas umat Islam terhadap kepemimpinan
politik yang dipikul oleh Rasulullah Saw. Hal itu dikarenakan hubungan umat Islam
dengan Rasulullah sebagai rasul dan pengemban misi Allah Swt. dibangun atas
dasar keimanan dan keislamannya. Sedangkan hubungan umat Islam dengan rasul
dalam konteks sebagai pemimpin umat dan panglima dibangun atas dasar baiat
untuk mendengar dan manaatinya dalam berbagai situasi dan kondisi. Dari sinilah
urgensi legitimasi dari umat.

Dalil yang menjadi landasan baiat ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim dari Aishah bahwa, “Rasulullah Saw. membaiat kaum
perempuan dengan perkataan, tanpa jabat tangan.” Dari sini dapat diketahui bahwa
ucapan sebagai bentuk baiat sama dengan format pemilihan kaum perempuan
terhadap anggota dewan. Ketika hak memilih anggota dewan diserahkan kepada
rakyat, maka seluruh warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya, baik
laki-laki maupun perempuan.t?

3) Perempuan Menjadi Anggota Dewan

Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan yang
tak terelakkan, sebab berbagai problematika mengenai perempuan harus dan bisa
diatasi oleh perempuan itu sendiri. Selain itu, keterwakilan perempuan yang
memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi,

misi dan operasionalisasi suatu pemerintahan.

120A1-Bati, al-Mar’ah, him. 73.
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Sebagaimana masalah-masalah sebelumnya, keberadaan perempuan menjadi
anggota dewan pun menjadi bahan perdebatan antar pemikir Muslim kontemporer.
Mereka terbagi menjadi dua kubu, ada yang melarang dan ada yang
memperbolehkan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang
para ahli hukum Islam dalam melihat masalah tersebut. Kelompok yang melarang
menganggap masalah ini sudah masuk kepada urusan publik. Sedengkan kelompok
yang memperbolehkan menganggapnya sebagai bagian dari mushawarah.*?

Ada beberapa dalil yang dijadikan argumentasi untuk melarang perempuan
menjadi anggota dewan. Pertama, posisi anggota dewan masuk dalam kategori
wilayah publik yang dilarang bagi perempuan. Kedua, tidak adanya perempuan
yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari masa ke masa, terutama tiga
kurun awal yang oleh Nabi disaksikan kebaikannya. Ketiga, konsep saddu al-
dhari’ah sebagai piranti hukum. Dengan memakai konsep ini, perempuan tidak
bolen mencalonkan diri menjadi sebagai anggota dewan. Karena hal itu
menyebabkan perempuan keluar dari rumah dan pada akhirnya akan meninggalkan
kewajiban mengurus rumah tangga. Padahal, kewajiban mengurus rumah tangga ini
bagi perempuan termasuk wajib ain, bukan wajib kifayah. Selain itu, dengan
keikusertaan perempuan dalam parlemen bisa mendatangkan mudarat yang lebih
besar seperti bercampurnya antara laki-laki dan perempuan.*??

Sealin dalil-dalil yang melarang, ada juga beberapa dalil yang

memperbolehkan perempuan menjadi anggota dewan. Pertama, baik di dalam Al-

121Jaudat Abd Taha al-Madlum, Haq al-Mar’ah, him. 48.
122
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Quran maupun hadith Nabi tidak ditemukan dalil yang spesifik melarang
perempuan menjadi anggota dewan dan hukum asal segala sesuatu adalah boleh
(mubah).?® Kedua, di Hudaibiyah Rasulullah Saw. bermusyawarah dengan Ummu
Salamah ketika para sahabatnya tidak mau ber-tahallul dari ihram, di mana beliau
masuk menemui Ummu Salamah, beliau berkata, “Manusia telah binasa, aku
menyuruh mereka namun mereka tidak taat kepadaku, mereka merasa berat untuk
segera ber-tahallul dari umrah yang telah mereka persiapkan sebelumnya.”
Kemudian Ummu Salamah mengusulkan agar beliau ber-tahallul dan keluar kepada
mereka, dan beliau pun melaksanakan usulannya. Begitu melihat Rasulullah Saw.
ber-tahallul, mereka langsung segera berebut mengikuti beliau.*?* Ketiga, bahwa
hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Rasulullah Saw.
mencegah perempuan untuk masuk ke dalam wilayah publik dan sabda beliau untuk
bangsa Persia yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan itu
dalam kondisi perpolitikan yang tidak sama dengan zaman sekarang. Untuk
sekarang, hak politik antara laki-laki dan perempuan sudah setara. Perempuan
kadang justru lebih hebat dari laki-laki. Oleh sebab itu, hadith riwayat Aba Bakrah
tentang larangan kepemimpinan perempuan lebih tepat diarahkan saat zaman Nabi
saja.t?®

Posisi al-Butt dalam menanggapi masalah ini selaras dengan kubu kedua,

yang memperbolehkan perempuan duduk menjadi anggota dewan meski dengan

12ZAbdurrahman Abdul Khaliq al-Yusuf, “Hukm Tawalli al-Mar’ah al-Wilayah al-Ammah,”
Makalah, him. 12.

124Mahmiid ibn Ahmad al-Hanafi al-Aini, Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Juz V (Beirut:
Dar Thya al-Turath), him. 197.

15 Abdurrahman Abdul Khaliq al-Yusuf, Hukm Tawalli al-Mar’ah, him. 13.
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argumentasi yang berbeda. Al-Biiti menyandarkan pendapatnya pada QS Ali Imran

[3]: 159 dan QS. Al-Syira [42]: 38 yang berbunyi:

b sl sl DB adle CablE SUGA e | staly R Late U 3 315 00 A0 (e Bk Lad
SR A G A e R G 16 ) b

Artinya, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.”

Menurut hasil analisis al-Biti, Allah Swt. tidak hanya membebankan

kewajiban bermushawarah ini kepada seorang khalifah saja, akan tetapi kepada
semua umat. Oleh karena dalam suatu negara yang rakyatnya terdiri dari laki-laki
dan perempuan, maka hak untuk musyawarah, dengan hukum Allah Swt, juga
meliputi laki-laki dan perempuan. Penerapan hukum seperti ini telah berlaku mulai
era Nabi yang tidak meninggalkan keraguan sama sekali.

Dalam kajian yurisprudensi hukum Islam, para ulama ahli fikih telah
menyamakan antara konsep shura dengan fatwa. Demikian itu karena keduanya
mempunyai alasan hukum yang sama, yaitu tidak mensharatkan harus laki-laki
demi keabsahan sebuah fatwa. Jadi, setiap orang yang bolen memberikan fatwa—
karena memiliki kualifikasi untuk itu—»bisa diajak musyawarah atau dimintai

pendapat atau pandangannya.'?

126A1-Bati, al-Mar’ah, him. 72.
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4) Perempuan menjadi Menteri

Kata menteri dalam bahasa Arab sering disebut dengan wazir, yang secara
etimologi berarti “berat.” Dinamakan demikian karena tugas menteri adalah
membantu tugas-tugas presiden yang berat.'?” Sedangkan secara terminologi, wazir
(menteri) adalah orang yang dipilih oleh presiden (khalifah) untuk membantunya,
baik dengan pikiran maupun tenaganya untuk menyelesaikan urusan kenegaraan.
Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Khaldin, pada dasarnya seorang presiden itu tidak
mampu jika harus menanggung semua kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Oleh karenanya, ada dorongan untuk meminta bantuan kepada pihak lain yang
diimplementasikan dalam wadah kementerian.'?

Terkait status perempuan menjadi menteri ini, terdapat dua pendapat. Ada
yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Pendapat yang melarang, seperti al-
Mawardi dan al-Farra’, bahwa perempuan tidak boleh menjadi menteri dengan
beberapa alasan. Pertama, jabatan kementerian masuk dalam wilayah publik
(ammah) yang disharatkan harus seorang laki-laki. Kedua, seorang menteri
diharuskan mempunyai kecakapan dalam berdiplomasi, visioner, dan mempunyai
ketetapan dalam berpendapat, sedangkan hal-hal ini dirasa berat bagi perempuan.
Ketiga, adanya konsensus ulama yang menyatakan larangan mengangkat
perempuan dalam wilayah publik, dan jabatan menteri termasuk dalam wilayah

publik.?°

27Jaudat Abd Taha al-Madlum, Haq al-Mar’ah, him. 42.

128 Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldiin al-Maghrabi, Mugaddimah, (Dar Ya’rub, 2004), him.
257-9.

12Muhammad ibn al-Hasan al-Farra’, al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him.
31. Lihat juga Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-dhkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat
al-Diniyyah, (Beirut: Dar Kutub al-Alamiyah), him. 28-9.
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Adapun kelompok yang memperbolehkan perempuan menjadi menteri,
seperti Yusaf al-Qardlawi dan Muhammad al-‘Ashqar, berpendapat bahwa dalil
yang melarang tersebut hanya untuk wilayah publik, sedangkan kementerian tidak
termasuk wilayah publik. Dikatakan demikian, karena seorang menteri tidak bisa
memutus suatu perkara tanpa merujuk kepada orang yang berkompetensi dalam
bidangnya.*®

Menurut pandangan al-Biti, siapa pun boleh saja menduduki jabatan menteri,
baik laki-laki ataupun perempuan, selama dia memiliki kualifikasi untuk
mendudukinya. Islam sama sekali tidak melarang perempuan duduk dalam jabatan
politik hanya karena dia perempuan. Adapun hadith Nabi yang menyatakan, “tidak
akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada
perempuan” hanya berkenaaan dengan masalah kepemimpinan negara. Masih
menurut al-Buti, saat hadith ini diucapkan kerajaan Persia tengah dipimpin oleh
seorang ratu yang bernama Buran. Jadi, jabatan-jabatan politik selainnya senantiasa
terbuka bagi siapa pun—Iaki-laki dan perempuan.t3!

Untuk melegitimasi pandangannya, al-Buti menggunakan kaidah fikih yang
menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh, selama
tidak ada nas yang menjelaskan keharamannya. Maka dari sini dapat dipahami
bahwa seluruh aktivitas politik—selain jabatan kepala negara—boleh diduduki

kaum perempuan, dengan syarat ia memiliki kualifikasi.

10y ysuf al-Qardlawt, Fatawa Muasirah, Jus 11 (Darul Wafa’, 1994), hlm. 389.
BIAI-Bati, al-Mar’ah, him.
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Al-Biti juga melakukan koreksi terhadap kitab al-Ahkam al-Sulzaniyyah
karangan Imam al-Mawardi. Dalam kitab itu disebutkan bahwa syarat menjadi
menteri harus seorang laki-laki. Sedangkan untuk menjadi kepala negara tidak
disyaratkan laki-laki. Menurut hasil analisa al-Biti, hal itu boleh jadi hanya
kesalahan dan kekeliruan al-Mawardi.!32

Selain itu, bila al-Mawardi membedakan antara wizarah al-tafwid dan
wizarah al-tanfidz, di mana untuk yang pertama seorang menteri disyaratkan harus
dari laki-laki, sedangkan yang kedua tidak harus laki-laki atau boleh perempuan,
maka al-But1 tidak membedakan antara wizarah al-tafwid dan wizarah al-tanfidz.
Jika memakai nalar al-Mawardi ini, maka wizarah al-tafwid (kementerian
delegatori) itu dalam segi hukum sama dengan kepala negara. Demikian itu karena
sama-sama harus laki-laki, di satu sisi, dan fungsi kementerian ini adalah untuk
membantu kepala negara, di sisi yang lain. Akan tetapi, dalam konsep negara
republik, yang demikian itu disebut dengan wakil kepala negara bukan menteri.

5) Perempuan Menjadi Hakim

Hakim merupakan salah satu profesi yang penting, karena hakim adalah salah
satu jabatan tinggi dalam Islam. kedudukan ini lebih tinggi jika dibandingkan
dengan mufti, karena tugas hakim bukan hanya sekedar menyatakan hukum,
melainkan juga menjatuhkan suatu hukuman yang mana hasil dari putusan hukum

tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Sehingga, syarat-syarat dan uji kelayakan

12Mungkin yang dikehendaki oleh Imam Mawardi bahwa persyaratan laki-laki dalam jabatan
kementerian itu dimaksudkan untuk jabatan kepala negara, sedangkan tidak adanya syarat laki-laki
atau perempuan untuk kepala negara dimaksudkan untuk jabatan kementerian. Hal ini berdasarkan
hadith Nabi di atas. Kita berpikir positif, bahwa Imam Mawardi tentu mengetahui dan membaca
hadith itu.
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untuk menjadi hakim harus ditegakkan secara adil dan jujur. Terkait wacana syarat-
syarat dan keabsahan status perempuan menjabat sebagai hakim, dalam Islam
terjadi perbedaan pendapat dan menimbulkan kontroversi di kalangan imam
madhhab.

Setidaknya, ada lima pendapat dalam menyikapi masalah hakim perempuan.
Pertama, menurut kalangan mainstream ulama, perempuan tidak diperkenankan
menjadi hakim secara mutlak. Kedua, pendapat Ibn Hazm al-Dahiri dan Hasan al-
Basri, sebagaimana diceritakan oleh Ibn Jarir al-Tabarm menyatakan perempuan
boleh menjadi hakim secara mutlak. Ketiga, pendapat Hanafiyah dan Ibn Qasim al-
Maliki mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak selain
dalam urusan hudiud dan jinayat. Keempat, pendapat kalangan Syafi’iyyah
memperbolehkan hakim perempuan secara mutlak ketika dalam kondisi darurat.
Kelima, pendapat sebagian Hanafiyah menyatakan boleh dengan disertai dosa
selain urusan hudiid dan jinayat.*>®

Dalam pandangan al-Biiti, jabatan hakim termasuk dalam wilayah politik.
Meski jabatan ini dimaksudkan untuk menetapkan hukum di antara dua kubu yang
berperkara, akan tetapi dari sisi tatanan hukum Islam, jabatan ini termasuk ke dalam
bangunan politik sebuah negara.

Para ulama telah berbeda pendapat terkait status perempuan yang menduduki
jabatan hakim. Mayoritas ahli fikih menyatakan bahwa sharat hakim haruslah
seorang laki-laki. Lain dengan pandangan mayoritas, kelompok Hanafiyah tidak

mensyaratkan harus laki-laki selama menyangkut urusan perdata (madani), bukan

183A11 Abil al-Basol, Dirasat fi al-Figh Mugaran, (Dubai: Dar al-Qalam, 2001), him. 320.
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pidana (jinayat). Demikian itu karena Hanafiyah memandang bahwa kesaksian
perempuan dapat diterima dalam masalah perdata. Sedangkan yang terkait dengan
hudizd dan jinayat, Hanafiyah sepakat dengan mayoritas yang mensyaratkan hakim
harus laki-laki, karena kesaksian tidak diterima dalam dua hal tersebut, 134

Imam Ibn Jarir al-TabarT mengemukakan pandangan yang sangat progresif,
di mana seorang perempuan bisa menduduki posisi hakim secara mutlak. Menurut
al-Tabari, gadia’ itu seperti fatwa. Ketika telah disepakati bahwa menyandarkan
fatwa boleh kepada perempuan, maka menyandarkan gadia’ kepada perempuan
pun juga boleh dan hasil keputusannya berlaku sah.

Al-Buti memberi dua catatan yang berkaitan dengan perempuan yang terjun
di dunia politik, apa pun jabatannya—selain jabatan kepala negara—sebagai
berikut. Pertama, perempuan yang terjun di dunia politik harus memiliki
kualifikasi, sehingga tugas dan jabatan yang diembannya bisa bisa mewujudkan
kemaslahatan dan kebaikan bagi umat. Kedua, hendaknya perempuan yang
berkecimpung dalam urusan politik tidak memalingkan dia dari berbagai etika
agama yang harus dipegang.'®

4. Perempuan dan Hak-hak Sosial

Hak-hak sosial yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hak untuk bisa
melaksanakan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi
masyarakatnya. Menurut al-Biti, jika melihat betapa pentingnya perempuan untuk

berpegang pada etika yang telah diperintahkan oleh Allah, maka Islam sejatinya

B4Al-Bati, al-Mar’ah, him. 79.
BSAI-Bati, al-Mar’ah, him. 80.
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tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan aktivitas-
aktivitas yang bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sebagaimana juga
telah maklum, bahwa periode para sahabat Nabi telah memberikan pedoman yang
gamblang untuk generasi selanjutnya. Terlebih Nabi hadir di tengah-tengah mereka.
Berikut ini adalah beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan kaum perempuan pada
era Rasulullah Saw.1%
a. Shalat bersama Kaum Lelaki di Masjid
Aktivitas kemasyarakatan paling menonjol yang dilakukan oleh kaum
perempuan pada era Rasulullah Saw. dahulu adalah shalat berjamaah di masjid
bersama kaum laki-laki. Untuk menguatkan eksistensi ini, al-Buti kemudian
menyebutkan beberapa hadith yang berkenaan dengan masalah ini. Pertama, hadith
sahth yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Aba Daud, Turmudzi dan Ahmad
yang berbunyi:
elil) G paid muall liad alu g dle d) loa dl Jsuy OIS o) calld Ll e ) iy Alile oo
ol e (8 m Y eda s e Ciladlia

Artinya, “Jika Rasulullah hendak shalat subuh, maka kaum perempuan pergi
ke masjid sambil mengenakan pakaian bulu mereka yang berwarna putih, sehingga
mereka tidak dapat dikenali karena gelap.”

Setelah menyebutkan dua hadith di atas, kemudian al-Biiti memberikan

komentar bahwa sesungguhnya masjid pada era Rasulullah Saw. tidak hanya
dikhususkan bagi kaum laki-laki an sich seperti yang dipahami secara salah oleh
banyak orang selama ini. Alih-alih hanya untuk laki-laki, justru kaum laki-laki dan

perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ke masjid. Bahkan barisan

B8Al-Batt, al-Mar ’ah, him. 82.
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kaum perempuan saat itu juga sama banyaknya dengan barisan kaum laki-laki. Al-
Biit1 kemudian menambahkan bahwa kongregasi umat Islam untuk melaksanakan
sholat berjamaah di masjid merupakan titik tolak berbagai aktivitas sosial
lainnya. %’
b. Partisipasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Pada era Rasulullah Saw. halagah-halagah ilmiah tempat mengais ilmu agama
tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Akan tetapi, kaum perempuan juga
memiliki bagian yang sama untuk mendapatkan ilmu dalam halagah-halagah
tersebut. Sehingga pada era itu kaum perempuan bersaing dan berlomba dengan
kaum laki-laki untuk mempelajari berbagai macam ilmu, pergi ke tempat mejelis
taklim dan sebagainya.'®

Imam Bukhari meriwayatkan dari hadith Aba Sa’id al-Khudri bahwa suatu
ketika ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah sembari berkata,
“Wahai Rasulullah, kaum lelaki telah mempelajari berbagai ilmu darimu, sudikah
kiranya engkau menyisihkan satu hari untuk kami? Di hari itu kami akan datang
kepadamu agar engkau mengajari kami tentang apa yang telah Allah Swt. ajarkan
kepadamu.” Rasulullah Saw. menjawab, “Tentukanlah hari dan tempatnya. Aku
akan datang memenuhi permintaan kalian.” Setelah itu, kaum perempuan tersebut

berkumpul pada hari dan tempat yang telah ditentukan. Rasulullah datang dan

mengajari mereka tentang apa yang telah diajarkan Allah Swt. kepadanya.'%

87 Al-Biti, al-Mar’ah, him. 83.
B8AI-Bati, al-Mar’ah, him. 83.
9AI-Bati, al-Mar’ah, him. 83.
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Dalam hadith yang lain, Bukhari meriwayatkan hadith dari Aba Masa al-
Ash’ari. Dia mengatakan bahwa Asma binti Umais datang kepada Rasulullah Saw.
dan berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Ibnu Umar berkata, ‘Kami telah
mendahului kamu berhijrah. Oleh sebab itu, kami lebih berhak kepada Rasulullah
daripada kalian.” Rasulullah bertanya, ‘Apa jawabanmu?’ Asma berkata, ‘Aku
katakan kepadanya, demi Tuhan, kalian bersama Rasulullah. Dialah yang memberi
makan kepada yang lapar di antaramu, dan mengajari yang bodoh di antara kamu.
Sementara waktu itu, kami tengah berada di daerah jauh yang penuh bencana, yakni
Habsyi. Semua itu kami lakukan demi Tuhan dan Rasulullah. Kami disiksa,
dianiaya, kami dalam keadaan takut. Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak ada seorang
pun di antara kalian yang lebih berhak kepadaku, sementara dia dan sahabatnya
baru hijrah sekali. Sedangkan kalian memiliki perahu dan dua kali hijrah.” Asma
berkata, ‘Aku melihat Abt Muasa al-Ash’ari dan sahabatnya datang kepadaku
menanyakan hadith ini. Tak ada sesuatu pun dari dunia ini yang lebih
membahagiakan mereka dan lebih agung dalam jiwa mereka selain apa yang
dikatakan Rasulullah Saw. kepada mereka.”*4

Dari beberapa hadith sahih ini bisa menjadi indikator penting bahwa kaum
perempuan pada masa Rasulullah Saw. setara dengan kaum lelaki. Mereka—kaum
perempuan—>biasa menghadiri majelis-majelis taklim, belajar berbagai ilmu,

menerima dan meriwayatkan hadith Nabi, dan aktivitas keilmuan lainnya.

MOAI-Bati, al-Mar’ah, him. 84.
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c. Partisipasi Perempuan dalam Dunia Seni Kebudayaan

Sebagian besar orang yang mendengar tentang etika Islam yang diajarkan
kepada kaum perempuan yang berupa perintah hijab, larangan bercampur baur dan
larangan berkhalwat, berpandangan bahwa perempuan di era Rasulullah Saw.
terkungkung di dalam rumah. Lebih lanjut, dalam hayalan mereka, berbagai
pertemuan, upacara, dan resepsi atau yang serupa, khusus bagi kaum lelaki saja.'#*

Dari sini maka mempunyai dua implikasi. Pertama, bagi orang Islam sendiri
yang terlalu eksklusif—untuk tidak berkata ekstrim—melarang anak-anak putrinya
untuk bergaul dengan masyarakat luar dan melarang ikut berpartisipasi dalam
berbagai macam even yang mempunyai nilai positif bagi masyarakatnya. Kedua,
bagi orang yang jauh dari norma agama—terlebih orang di luar Islam—
berpandangan bahwa etika Islam itu justru membatasi ruang gerak kaum
perempuan. Pada akhirnya, kelompok ke dua ini banyak berpaling dari nilai-nilai
etika dalam Islam.142

Hanya saja, Islam jauh dari kedua jenis pandangan dan anggapan ini. Pada
masa kenabian, kaum perempuan biasa tampil di depan umum dalam berbagai
komunitas dan upacara serta pertemuan-pertemuan lainnya, dan mereka tetap teguh
memegang kaidah-kaidah yang diturunkan Islam bagi mereka. Mereka—kaum
perempuan pada masa Nabi Muhammad—juga memainkan peran yang biasa

dimainkan kaum lelaki, selama hal itu mendatangkan kebajikan dan manfaat baik

bagi dirinya maupun masyarakatnya.'43

MAl-Biti, al-Mar’ah, him. 85.
W2A1-Bati, al-Mar’ah, him. 85.
WAI-Bati, al-Mar’ah, him. 86-8.
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Pada zaman Rasulullah, kaum perempuan juga ikut pergi berperang bersama
kaum lelaki. Mereka—kaum wanita—merawat para prajurit yang terluka,
melakukan berbagai kegiatan pengabdian kemanusiaan di tengah medan
peperangan. Bahkan, jika diperlukan, mereka juga tidak segan-segan ikut
memanggul senjata berperang menerjang musuh.

Sementara itu, Ibn Ishaq dan Ibn Sa’d—dengan sanad yang yang sahih—
meriwayatkan hadith ini. Dia berkata, “pada peperangan Hunain, Rasulullah Saw.
menatap pasukannya. Beliau melihat Ummu Sulaim binti Mulham bersama
suaminya—Abu Talhah—berperang. Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim,
“engkaukah Ummu Sulaim?” Ummu Sulaim menjawab, “benar, demi ayah dan
ibuku—wahai Rasulullah—saya berperang menghancurkan orang-orang yang
menggempurmu, Sebagaimana engkau mamerangi orang-orang  Yyang
memerangimu.” Di kala itu, Ummu Sulaim memegang sebilah belati. Abu Talhah
bertanya kepada istrinya, “Mengapa engkau membawa belati segala, wahai Ummu
Sulaim?”” Ummu Sulaim menjawab, “belati ini aku bawa sebagai penjaga. Jika salah
seorang kaum mushrik mendekat untuk mencelakakanku, maka akan aku tusuk dia
dengannya.”

Dalam Fath al-Bari, al-Hafid Ibn Hajar menyebutkan bahwa ada seorang
perempuan bernama Rafidah al-Aslamiyah. Dia seorang ahli pengobatan prajurit
yang terluka. Dalam peperangan Khandag, dia mendirikan sebuah tenda yang diberi

nama dengan nama dirinya. Dalam tenda itu, dia merawat dan mengobati para
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prajurit yang terluka. Ketika Sa’d gugur, beliau berkata, “Letakkan dia dalam tenda
Rafidlah al-Aslamiyah, agar aku bisa menjenguknya sebentar lagi.”**
B. Analisa Pemikiran al-Biitt Perspektif Kesetaraan Gender

Setelah memaparkan pemikiran al-Biti yang terkait dengan peran perempuan
di ruang publik, selanjutnya pemikiran tersebut akan dianalisa dalam perspektif
kesetaraan gender. Standar yang digunakan untuk menganalisa konsep pemikiran
tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita pada tanggal
24 Juli 1984. Selanjutnya kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen
yang disepakati negara-negara anggota PBB sebagai tujuan pembangunan
Milenium (Millennium Development Goals) atau MDGs dan dilanjutkan dalam
Sustainable Development Goals (SDGSs).

Di Indonesia, isu pengarustamaan gender juga tertuang dalam visi
pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencantumkan sasaran
pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan,
peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian
perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Secara garis besar, bahwa pemikiran al-Buti terkait peran publik perempuan
selaras dengan program Sustainable Development Goals (SDGSs). Salah satu dari isi

program itu menyebutkan: “menjamin partisipasi penuh dan efektif dari

MAl-Bati, al-Mar’ah, him. 88.
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perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat
pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik.”
Diperbolehkannya perempuan untuk menduduki jabatan hakim, anggota DPR,
menteri dan bekerja di wilayah publik memperlihatkan bahwa al-Biiti mempunyai
pandangan yang inklusif dan tidak kaku (rigit) terkait gender. Hanya saja ada satu
jabatan yang tidak boleh dipegang oleh perempuan, yaitu jabatan presiden. Hal

ini—dalam pandangan al-Buti—Kkarena tidak ada dalil yang memperbolehkannya.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya,
dapat ditarik beberapa konklusi sebagai berikut.

1. Metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh al-Batt untuk menyikapi
isu-isu seputar peran publik perempuan ada tiga. Pertama, dengan
menggunaan konsep maslahah, yaitu manfaat yang dituju shari’ (pemegang
otoritas shari’ah) untuk hamba-Nya, yaitu mencakup lima hal, memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah
kenikmatan dan yang menjadi jalannya dan menolak rasa sakit dan dan yang
menjadi penghantarnya. Al-Bitt berkesimpulan bahwa sebuah maslahah bisa
dinilai sebagai maslahah yang hakiki jika memenuhi lima dlawabit (batasan):
(1) maslahah Harus berkisar dalam lingkup tujuan shari’; (2) tidak
bertentangan dengan Al-Quran; (3) tidak bertentangan dengan sunnah; (4)
tidak bertentangan dengan qiyas; dan (5) tidak mengabaikan maslahah yang
lebih urgen. Kedua, menggunakan konsep tahqiq al-mandat, yaitu memastikan
keberadaan kausa hukum (yang telah disepakati sebelumnya) pada kasus-
kasus baru. Ketiga, menggunakan kaidah fikih dan kaidah usal fikih.

2. Menurut al-Bati, perempuan bisa berperan di ruang publik sebagaimana laki-
laki. Dalam hal ini, al-Buti mengecualikan satu jabatan yang tidak bisa

diduduki oleh seorang perempuan, yaitu kepala negara atau presiden. Selain
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jabatan ini, perempuan boleh berpartisipasi aktif dalam bidang politik, sosial,

budaya dan pendidikan. Adapun larangan dalam hadith Abt Bakrah yang

menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dalam perspektif al-

Buti, hanya berlaku untuk jabatan presiden. Sedangkan menurut ulama yang

lain, juga berlaku untuk jabatan-jabatan selain presiden, seperti menteri,

anggota dewan perwakilan rakyat dan hakim. Perbedaan status hukum ini
terjadi karena perbedaan para ulama dalam memandang jabatan selain
presiden—menteri, anggota dewan dan hakim—masuk dalam kategori ranah
publik atau tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejatinya al-But1
telah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa berpartisipasi di ranah
publik.

B. Implikasi Penelitian

Tesis ini membahas tentang peran perempuan di ruang publik, yang di
dalamnya telah dikemukakan beberapa pendapat ulama, baik yang pro maupun
yang kontra. Mengenai hal tersebut, tampak adanya perbedaan pendapat antara
ulama klasik dan ulama kontemporer. Perbedaan itu disebabkan oleh adanya
perbedaan perangkat metodologi yang digunakan oleh masing-masing ulama yang
bersangkutan.

Dengan mengetahui sebab-sebab perbedaan itu, maka umat Islam diharap
dapat terlepas dari perbedaan yang berkepanjangan tentang berpartisipasinya
perempuan di ruang publik. Dan memang, dalil-dalil yang membahas tentang hal
tersebut masih memberikan peluang yang besar untuk diinterpretasi dan

memberikan pemahaman yang berbeda-beda.
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Akhirnya, tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas
perihal status hukum Islam tentang perempuan di ruang publik dan menambah
khasanah ilmu-ilmu keislaman terkhusus mengenai hasil pemikiran para ulama

klasik dan kontemporer.
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